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KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

. a.

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6
ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun
2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun
2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan petunjuk teknis
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penaatan
Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Jabatan
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Mengingat

1.

Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penaatan

Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4332);
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas
Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan
Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan
Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872);

Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/PERBER-
MKP/2015 dan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 32);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENAATAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
Bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan
Kelautan dan Perikanan, merupakan acuan bagi pejabat
yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan
pejabat yang berkepentingan di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait dalam
melaksanakan kegiatan dan pengelolaan yang berkaitan
dengan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang
Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan

Perikanan.

Pasal 2
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
Bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan
Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPURBLIK INDONESIA

NOMOR 50/PERMEN-KP/2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANANBIDANG
PENAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomoer 47 tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, telah ditetapkan
Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 01/PERBER-MKP/2015 dan Nomor 37 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan
Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
PB.02/MEN/2012 Tahun 2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya.

Guna memudahkan dalam pelaksanaan operasional Peraturan
Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara tersebut perlu disusun Petunjuk Teknis Penilaian Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-
undangan Kelautan dan Perikanan, yang mengatur hal-hal yang berkenaan
dengan prosedur baku pelaksanaan butir-butir kegiatan Pengawasan
PerikananBidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan

Perikanan, yaitu mengenai mekanisme dan format laporannya.
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B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat
pembina, pemangku jabatan Pengawas Perikanan Bidang Penaatan
Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan, serta
prosedur baku pelaksanaan butir-butir kegiatan pengawasan
perikanan bidang penaatan peraturan perundang-undangan kelautan

dan perikanan dan tata laksana pelaporannya.

2. Tujuan
Petunjuk Teknis ini bertujuan wuntuk mempermudah dan
menyeragamkan pemahaman pelaksanaan pengawasan perikanan
bidang penaatan peraturan perundang-undangan kelautan dan
perikanan sehingga dapat memperlancar tugas-tugas pengawas,
pengelola kepegawaian, tim penilai, pejabat penetap angka kredit dan
pejabat yang berkepentingan dalam pelaksanaan tugas masing-

masing.

C. Pengertian

1. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan
Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang
untuk melakukan kegiatan pengawasan usaha penangkapan ikan,
pengawasan usaha pembudidayaan ikan, pengawasan usaha
pengolahan, pengawasan distribusi keluar masuk ikan, pengawasan
pemanfaatan kawasan konservasi dan pencemaran perairan, tindak
lanjut hasil pengawasan, analisis dan evaluasi hasil pengawasan, serta
pengembangan sistem pengawasan perikanan.

2. Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan
Kelautan dan Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat
yvang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan perikanan
meliputi  persiapan, pengawasan usaha penangkapan ikan,
pengawasan usaha pembudidayaan ikan, pengawasan usaha
pengolahan, pengawasan distribusi keluar masuk ikan, pengawasan

pemanfaatan kawasan konservasi dan pencemaran perairan, tindak
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lanjut hasil pengawasan, analisis dan evaluasi hasil pengawasan, serta
pengembangan sistem pengawasan perikanan.

3. Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan
penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh Pengawas
PerikananBidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan
dan Perikanan dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan
sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan
jabatan/pangkat.

4. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penaatan
Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan adalah Tim
Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas PerikananBidang
Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan.

5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional adalah kegiatan untuk
peningkatan dan atau pemantapan wawasan, pengetahuan, sikap,
nilai, dan keterampilan vyang sesuai dengan profesi Pengawas
Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan
dan Perikanan.

G. Daftar Usulan Penectapan Angka Kredit, yvang selanjutnya disingkat
DUPAK adalah daftar usulan vang memuat data perorangan Pengawas
Perikanan dan butir-butir kegiatan sebagai hasil penilaian sendiri atas
prestasi kerjanya yang akan diusulkan untuk dinilaikan dalam rangka
Penetapan Angka Kredit.

7. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah
blanko yang berisi keterangan perorangan Pengawas Perikanan dan
satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi
nilai-nilai butir kegiatan yang telah dicapai oleh Pengawas Perikanan
yvang telah ditetapkan cleh Pejabat Penetapan Angka Kredit.

8. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, yang
selanjutnya disingkat STTPP Fungsional, adalah surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan yvang diperoleh Pengawas Perikanan Bidang
Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan
karena mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional.

9. Pengembangan Profesi adalah kegiatan Pengawas Perikanan Bidang
Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan
Perikanandalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

keterampilan untuk  peningkatan mutu pengendalian dan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

profesionalisme Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan
Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan.

Karya Tulis Ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh percrangan
atau kelompok yang membahas suatu pokck bahasan dengan
menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, diskripsi, analisa
permasalahan, dan saran-saran pemecahannya.

Seminar adalah salah satu bentuk Pertemuan Ilmiah untuk
membahas masalah tertentu dalam bidang pengawasan perikanan
guna mempercleh suatu kesimpulan berdasarkan pendapat bersama.
Lokakarya adalah salah satu bentuk pertemuan untuk membahas
masalah tertentu dalam bidang pengawasan perikanan guna
mempercleh hasil vang perlu ditindaklanjuti.

Tanda Jasa/Penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan
oleh Pemerintah Republik Indeonesia, negara asing atau organisasi
ilmiah nasional/internasional yang mempunyai reputasi baik di
kalangan masyarakat ilmiah.

Laporan Kegiatan adalah tulisan tentang pelaksanaan butir kegiatan
Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan
Kelautan dan Perikanan vang dilampirkan sebagai bukti fisik baik
secara individu maupun kelompok/tim.

Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2016, No. 1953
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BAB I

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL DAN UNSUR KEGIATAN PENGAWAS
PERIKANAN BIDANG PENAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Jenjang Jabatan Fungsional, Pangkat dan Gelongan Ruang

Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan
Kelautan dan Perikanan dapat memulai karir dengan pangkat atau
golongan mulai dari IlI/a sampai dengan golongan tertinggi IV/e sesuai
dengan Angka Kredit yang dimilikinya. Jenjang jabatan fungsional
Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan

Kelautan dan Perikanan, Angka Kredit, Pangkat dan Golongan Ruang

sebagaimana tersebut pada Tabel dibawah ini.

Tabel Jenjang Pangkat/Golongan Ruang,

Fungsional Pengawas Perikanan Ahli

dan Angka Kredit Jabatan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki Jabatan Fungsional

No Jenjang Jabatan Pangkat Gol / Angka Angka Kredit
Fungsional Ruang Kredit Kenaikan Jenjang
1. Pengawas Perikanan Ahli | Penata Muda, 100 S0
Pertama i/a (paling sedikit 40
unsur utamay
Penata Muda 130 S0
Tk I, /b (paling sedikit 40
unsur utamay
2. Pengawas Perikanan Ahli | Penata, lll/c 200 100
Muda (paling sedikit 80
unsur utamay
Penata Tk, M/d | 300 100
(paling sedikit 80
unsur utamay
3. Pengawas Perikanan Ahli | Pembina, IV/a 400 150
Madya (paling sedikit 120
unsur utama)
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Pembina Tk.1, 950 150
/b (paling sedikit 120
unsur utama)
Pembina Utama | 700 150
Muda, IV/c (paling sedikit 120
unsur utama)
4. Pengawas Perikanan Ahli | Pembina Utama | 850 200
Utama Madya, IV/d (paling sedikit 160
unsur utamay)
Pembina Utama, | 1030 Wajib mengumpulkan
V/e 25 Angka Kredit dari
tugas pokok Pengawas
Perikanan Bidang
Penaatan  Peraturan
Perundang-undangan
Kelautan dan
Perikanan setiap
tahun
B. Unsur Kegiatan Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan

Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan.

Unsur Kegiatan yang dinilai dalam pemberian Angka Kredit jabatan

fungsicnal Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-

undangan Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

1. Unsur Utama meliputi:

a. pendidikan;

b. pengawasan perikanan; dan

c. pengembangan profesi.

2. Unsur

Penunjang vang merupakan kegiatan yang mendukung

pelaksanaan tugas pokcok Pengawas Perikanan Bidang Penaatan

Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan.



http://www.peraturan.go.id

2016, No. 1953 1o

BAB III
RINCIAN DAN TOLOK UKUR KEGIATAN PENGAWAS PERIKANAN BIDANG
PENAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan
Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan terdiri dari Pengawas Perikanan
Bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan
kategori keahlian dengan jenjang jabatan/pangkat Pengawas Perikanan jenjang
jabatan/pangkat Pengawas PerikananAhli Pertama, Pangkat Penata Muda,
Golongan Ruang lll/a sampai dengan Pengawas PerikananAhli Utama, Pangkat
Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e untuk tingkat ahli.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan perikanan sebagaimana butir
kegiatan sesuai jenjang jabatannya, maka Pengawas Perikanan yang berada
satu tingkat diatas dan satu tingkat dibawah jenjang jabatan dapat melakukan
kegiatan pengawasan perikanan berdasarkan penugasan secara tertulis dari
pimpinan unit kerja.

Berikut ini adalah rincian tclok ukur kegiatan Pengawas Perikanan
Bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan
vang dapat dinilai dengan Angka Kredit:

A. Pendidikan.
Pendidikan formal yang dinilai termasuk unsur utama adalah pendidikan
formal vang berkaitan dengan Pengawas Perikanan Bidang Penaatan
Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan dan mendapatkan
ijazah.
1. Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ljazah/gelar pendidikan

a. Tolok ukur:

1) pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah/perguruan tinggi
vang terakreditasi minimal B atau sekolah/perguruan tinggi di
lingkungan Kementerian; dan

2) jurusan/program studi perikanan.

b. Bukti fisik:

1) fotokopi ijazah/gelar yang dilegalisasi oleh pejabat yang
berwenang;

2) surat izin belajar/tugas belajar dari pejabat yang berwenang; dan
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3) surat penyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-
undangan Kelautan dan Perikanan (formulir 1).

c. Pelaksanaan kegiatan dan pemberian Angka Kredit:

1) dilaksanakan oleh semua jenjang Pengawas Perikanan Bidang
Penaatan  Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan
Perikanan;

2) pemberian Angka Kredit untuk ijazah sesuai dengan tolok ukur:
a) Doktor/S3 vaitu 200,

b) Pascasarjana/S2 yaitu 150; dan
¢) Sarjana/Diploma IV yaitu 100.

3) pemberian Angka Kredit untuk masing-masing ijazah yang tidak
memenuhi tolok ukur sebagaimana tersebut pada huruf a angka
1) atau memperoleh ijazah/gelar yang setara/setingkat dengan
ijazah/gelar sebelumnya, dinilai sebagai unsur penunjang;:

a) Doktor/S3 yaitu 15;
b) Pascasarjana/S2 yaitu 10; dan
c) Sarjana/Diploma IV yaitu 5.

4) pendidikan lain yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-
undangan Kelautan dan Perikanan adalah :

a) jenjang pendidikan S1/D4 bidang Kelautan;
b) jenjang pendidikan S2:
i. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan;
ii. Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan;
iii.  Teknologi Kelautan/Ilmu Kelautan; dan
iv. Manajemen Sumberdaya Perairan.
¢) jenjang pendidikan S3:
i. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan;
ii.  Teknologi Kelautan/Ilmu Kelautan; dan
iii. Manajemen Sumberdaya Perairan.
. mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis fungsional di bidang
pengawasan perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-
undangan Kelautan dan Perikanan dan memperoleh STTPP Fungsional
atau Sertifikat.

a. Tolok ukur:
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Diklat bidang teknis atau fungsional dengan jangka waktu paling
sedikit 10 (sepuluh) jam pelatihan;

Diklat tersebut harus memuat jangka waktu pelaksanaan,
tanggal, hari atau jumlah jam latihan (apabila jumlah jam latihan
tidak ada maka jumlah jam dihitung dari jumlah hari dikalikan 8
(delapan) jam latihan 45 (empat puluh lima) menit); dan
Penyelenggaraan diklat oleh Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan,
badan diklat Kementerian/lembaga/pemerintah daerah, atau

swasta yang berbadan hukum.

b. Bukti fisik:

1)

2)

3)

Surat Perintah Tugas (SPT) mengkuti pendidikan dan pelatihan
dari pimpinan unit kerja;
Fotokopi STTPP/sertifikat dilegalisir cleh pimpinan unit kerja
vang bersangkutan; dan
surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-

undangan Kelautan dan Perikanan (formulir 1).

c. Pelaksanaan kegiatan dan pemberian Angka Kredit:

1)
2)

dilaksanakan oleh semua jenjang Pengawas Perikanan; dan

Angka Kredit dapat diberikan untuk sectiap STTPP/sertifikat yang

sesuai, adalah sebagai berikut:

a) lamanya lebih dari 960 jam, yaitu 15;

b) lamanya antara 641 - 960 jam, yaitu 9;

c) lamanya antara 481 — 640 jam, yaitu 6;

d) lamanya antara 161 - 480, yaitu 3;

€) lamanya antara 81 — 160 jam, yaitu 2;

f) lamanya antara 31 — 80 jam, vaitu 1; dan

g) lamanya antara 10 — 30 jam, yaitu 0,5.

keterangan:

a) apabila penyelenggara tidak mengeluarkan sertifikat/STTPP,
dapat dilampirkan surat Kketerangan dari penyelenggara
dengan didukung daftar hadir, jadwal kegiatan dan SPT; dan

b) pelatihan lamanya kurang dari 10 (sepuluh) jam dan bersifat
umum, dikategorikan mengikuti kegiatan lokakarya/seminar
tingkat nasional sebagai peserta dan Angka Kredit masuk ke

dalam unsur penunjang.


http://www.peraturan.go.id

15 2016, No. 1953

3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP
a. Tolok ukur:

1) Diklat prajabatan diberi Angka Kredit apabila merupakan
pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
dan

2) Penyelenggaraan diklat oleh Badan Diklat Kkelembagaan
pemerintah.

b. Bukti fisik:

1) SPT mengkuti diklat prajabatan dari pimpinan unit kerja; dan

2) fotokopi STTPP/sertifikat dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja
vang bersangkutan.

c. Pelaksanaan kegiatan dan pemberian Angka Kredit:

1) dilaksanakan oleh CPNS; dan

2) angka kredit yang diberikan:

a) Prajabatan Golongan II, yaitu 1,5; dan
b) Prajabatan Golongan IlI, yaitu 2.

B. Unsur Pengawasan
1. Rincian kegiatan Pengawas Perikanan Ahli Pertama (III/a sampai dengan

I11/b)

a. Menjadi anggota dalam menyusun rencana kerja pengawasan usaha
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi
keluar masuk ikan, kawasan konservasi, dan pencemaran perairan
tahunan.

1) Tolok ukur:
Terlaksananya penyusunan rencana kerja tahunan.
2) Catatan:

a) satu dokumen rencana Kkerja tahunan meliputi: usaha
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengoclahan,
distribusi keluar masuk ikan, kawasan konservasidan
pencemaran perairandinilai sebagai satu rencana kerja
tahunan; dan

b) dekumen rencana Kkerja tahunan menggunakan matrik
terlampir.

3) Norma waktu: 2 (dua) Jam.
4) Satuan hasil: rencana kerja tahunan.

O) Bukti fisik:
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a) SPT kepala unit kerja; dan
b) deokumen rencana kerja tahunan (formulir 6).
Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,01.

b. Menjadi anggota dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana

kerja bulanan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan,

pengolahan, distribusi keluar masuk ikan, kawasan konservasi dan

pencemaran perairan.

1)

2)

Tolok ukur:

Terlaksananya penyusunan rencana kerja bulanan.

Catatan:

a) satu dokumen rencana kerja bulanan dinilai sebagai satu
rencana bulanan; dan

b) dokumen rencana Kkerja bulanan menggunakan matrik
terlampir.

Norma waktu: 2 (dua) Jam.

Satuan hasil: rencana kerja bulanan.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) dokumen rencana kerja bulanan (formulir 7).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,01.

c. Menjadi anggota dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana

kerja triwulan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan,

pengolahan, distribusi keluar masuk ikan, kawasan konservasi dan

pencemaran perairarn.

)

2)

Tolok ukur:

Terlaksananya penyusunan rencana kerja triwulanan.

Catatan:

a) satu dokumen rencana kerja triwulanan dinilai sebagai satu
rencana bulanan; dan

b) dokumen rencana kerja triwulanan menggunakan matrik
terlampir.

Norma waktu:1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.

Satuan hasil: rencana kerja bulanan.
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o) Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) dokumen rencana kerja triwulanan (formulir 8).
6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,01.

Menjadi anggota dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana
kerja tahunan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan,
pengolahan, distribusi keluar masuk ikan, kawasan konservasi dan
pencemaran perairan.
1) Tolok ukur:
Terlaksananya penyusunan rencana kerja tahunan.
2) Catatan:
Bahanrencana  kerja tahunan vang disiapkan adalah
resume/ringkasan kegiatan pengawasan tahun sebelumnya.
3) Norma waktu: 3 (tiga) jam.
4) Satuan hasil: rencana kerja tahunan.
S) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja; dan
b) laporan rencana kerja tahunan (formulir 9).
6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,01.

Menganalisis data dan informasi tahunan dalam rangka pengawasan
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi
keluar masuk ikan, kawasan konservasi dan pencemaran perairan.
1) Tolok ukur:
Terlaksananya analisis data dan informasi tahunan.
2) Catatan:
Data yang dianalisis adalah butir-butir kegiatan sesuai dengan
jenjang pertama.
3) Norma waktu: 4 (empat) Jam.
4) Satuan hasil: data hasil analisis data dan informasi.
o) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja; dan

b) laporan hasil analisis (formulir 10).
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Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,06.

f. Melakukan pengolahan data tahunan dalam rangka pengawasan

penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi

keluar masuk ikan, kawasan konservasi dan pencemaran perairan.

1)

Tolok ukur:

Terlaksananya pengolahan data tahunan.

Catatan:

Satu dokumen data tahunan dinilai sebagai satu laporan.
Norma waktu: S5 (lima) Jam.

Satuan hasil; rekapitulasi data tahunan.

Bukti fisik:

a) SPT Kepala Unit kerja; dan

b) laporan hasil analisa (formulir 11).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,06.

g. Memeriksa keberadaan pemantau {observer) di atas kapal perikanan

dengan ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu.

1)

Tolok ukur:

a) memeriksa kesesuaian data pemantau (observer) Kkapal
perikanan dengan pemantau {observer) yang ditempatkan di
atas kapal perikanan; dan

b) kapal perikanan (purse seine, tuna longline) yang berukuran
30 GT ke atas.

Norma waktu: 45 (empat puluh lima) menit.

Satuan hasil: laporan keberadaan kesesuaian pemantau

(observer) di kapal perikanan.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) hasil pemeriksaan, surat keterangan dari Nakhoda apabila
tidak ada pemantau (observer) SPT pemantau (observer)
(formulir 12, 12.a, 12.b, dan 12.¢).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,01.
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h. Menangkap, menahan dan membawa kapal dan/atau orang yang
diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan.
1) Tolok ukur:

a) penangkapan dan penahanan serta membawa kapal untuk di
ad hoc bila cukup bukti ditemukan adanya dugaan
pelanggaran perikanan;

b) deokumen kapal ikan diamankan oleh nakhoda kapal
pengawas;

c) kapal beserta awak kapal dibawa ke pelabuhan terdekat
untuk  proses hukum dengan cara di kawal/ad
hoc/tunda/gandeng;

d) pembuatan kelengkapan administrasi pemberkasan awal hasil
pemeriksaan; dan

e) menyampaikan laporan henrikhan di laut kepada direktur
pengoperasian Kapal Pengawas dan PPNS yang dituju untuk
penyerahan kapal yang ditulis pada jurnal komunikasi.

2) Catatan:
Setiap kapal dinilai 1 (satu) laporan, nilai Angka Kredit
disesuaikan dengan waktu pelaksanaan ad hoc.

3) Norma waktu: 20 (dua puluh) Jam.

4) Satuan hasil: laporan ad hoc.

S) Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) laporan kejadian dan berita acara pemeriksaan (formulir 13.a
dan 13.b).

6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sehesar 0,2

untuk masing-masing anggota tim.

i. Mengamankan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan
sebelum diserahkan kepada PPNS di UPT Pengawasan.
1) Tolok ukur:

a) menjaga keamanan dan keselamatan tersangka/ABK dari
tindakan melarikan diri atau melakukan perlawanan,
tindakan dapat dilakukan dengan menempatkan ABK kapal
ikan di ruang tahanan atau di buritan kapal pengawas yang

diawasi oleh petugas; dan
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b) menjaga keamanan dan keseclamatan barang bukti dari
kerusakan, pencurian dan penukaran dengan barang bulkti
lain.

Catatan:

Setiap kapal dinilai 1 (satu) laporan.

Norma waktu: S5 (lima) Jam 30 (tiga puluh) Menit.

Satuan hasil: laporan pengamanan tersangka dan barang bukti di

Pelabuhan.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja,

b) laporan pengamanan tersangka dan barang bukti di
Pelabuhan (formulir 14.a); dan

c) berita acara penanganan tersangka dan barang bukti
(formulir 14.b).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,06

untuk masing-masing anggota tim (sesuai SPT).

j.  Memeriksa kesesuaian dekumen operasi kapal perikanan (SIPI/SIKPI,

SLO, SPB).

1)

Tolok ukur:

a) menerima dokumen SIPI/SIKPI, SLO dan SPB dari Nakhoda
kapal;

b) memeriksa kesesuaian SIPI/SIKPI dengan kapal perikanan
vang diperiksa;

c) memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah ikan dengan alat
tangkap yvang ada di atas kapal,

d) memeriksa kesesuaian dokumen Cara Penanganan Ikan yang
Baik (CPIB); dan

e) menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam lembar HPK.

Catatan:

Setiap Pemeriksaan kedatangan kapal dinilai sebagai 1 (satu)

laporan.

Norma waktu: 1(satu) Jam 15 (lima belas) Menit.

Satuan hasil: laporan HPK kedatangan kapal perikanan.

Bukti fisik:

a) SPT Kepala Unit kerja; dan
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b) Laporan HPK kedatangan kapal perikanan (formulir 15.a dan
15.h).
6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,01.

Memeriksa kapal angkut ikan hidup/hasil budidaya sesuai dengan
pelabuhan muat/singgah vang tercantum dalam SIKPI.
1) Tolok ukur:
a) memeriksa SIKPI kapal,
b) memeriksa dokumen pelayaran kapal (log book kapal); dan
c) memeriksa dokumen muatan kapal.
2) Catatan:
Setiap pemeriksaan kapal angkut ikan hidup/hasil budidaya
dinilai sebagai 1 (satu) laporan.
3) Norma waktu:1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.
4) Satuan hasil: laporan hasil pemeriksaan kapal angkut ikan
hidup.
S) Bukti fisik:
a) SPT Kepala Unit kerja;
b) formulir hasil pemeriksaan kapal angkut ikan hidup; dan
c) laporan hasil pemeriksaan kapal angkut ikan hidup (formulir
16.a dan 16.b).
0) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,01.

Memeriksa kesesuaian dokumen perizinan usaha perikanan
budidaya vang terdiri dari SIUP dan Tanda Pendaftaran Usaha
Pembudidayaan Ikan (TPUPI).

1) Tolok ukur:

a) memeriksa data SIUP (nama perusahaan, lokasi perusahaan,
jenis usaha, komoditas vang dibudidayakan, luas
lahan/tempat budidaya, pemilik perusahaan, tanggal dan
tempat penerbitan, instansi yang menerbitkan, masa berlaku
SIUP);

b) memeriksa data TPUPI (nama perusahaan, lokasi perusahaan,
jenis usaha, komoditas vang dibudidayakan, luas

lahan/tempat budidaya, pemilik perusahaan, tanggal dan
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tempat penerbitan, instansi yang menerbitkan, masa berlaku
SIUP);

c) mencari informasi/data lokasi perusahaan (desa/kelurahan,
kecamatan, kabupaten);

d) memeriksa papan nama perusahan;

e) memeriksa komoditas yang dibudidayakan;

f) memeriksa/mendokumentasikan kegiatan budidaya yang
dilaksanakan; dan

g) memeriksa/mencari informasi jumlah wadah budidaya yang
dioperasikan/digunakan dan memperkirakan luas lahan
budidaya yang dioperasikan (jika memungkinkan).

Catatan:

Setiap SIUP/tanda pendaftaran usaha.

Norma waktu: 1 (satu) Jam.

Satuan hasil: laporan hasil pemeriksaan HPUBI.

Bukti fisik:

a) SPT Kepala Unit kerja;

b) formulir hasil pemeriksaan usaha pembudidayaan ikan; dan

c) laporan hasil pemeriksaan HPUBI (formulir 17.a dan 17.b).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,02.

m. Memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan dengan

izin usaha pembudidayaan ikan.

1)

3)

Tolok ukur:

a) memeriksa jumlah unit sarana budidaya vang digunakan
(bak/kolam /karambal;

b) memeriksa sarana pengelolaan air baku budidaya;

c) memeriksa sarana pasca panen (ruang penampungan hasil
budidaya, ruang/tempat pengemasan produk);

d) memeriksa sarana/fasilitas lain pendukung kegiatan budidaya
(laboratorium, mess karyawan); dan

e) memeriksa ada/tidak ada sarana/sistem pengelolaan air
limbah budidaya.

Catatan:

Setiap unit usaha pembudidayaan ikan.

Norma waktu: 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.
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4) Satuan hasil: laporan pemeriksaan sarana dan prasarana.
S) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja,
b) formulir hasil pemeriksaan sarana dan prasarana usaha
pembudidayaan ikan; dan
c) laporan pemeriksaan sarana dan prasarana (formulir 18.a dan
18.b).
6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,01.

Memeriksa Kkesesuaian obat dan pakan ikan di toko/agen/
depo/distributor/produsen obat dan pembudidaya ikan dengan
daftar obat ikan yang terdaftar/teregistrasi di KKP.
1) Tolok ukur:
a) mencari informasi dan memeriksa obat dan pakan ikan yvang
dijual di toko/agen/depo/distributor obat dan pakan ikan,
b) mencari informasi dan memeriksa cbat dan pakan ikan yang
diproduksi oleh produsen obat dan pakan ikan;
c) mencari informasi dan memeriksa cbat dan pakan ikan yang
beredar di pembudidaya ikan; dan
d) memeriksa kesesuaian data lapangan dengan daftar obat dan
pakan ikan vang dikeluarkan KKP.
2) Catatan:
Setiap pemeriksaan kesesuaian obat/pakan.
3) Norma waktu: 1 (satu) Jam.
4) Satuan hasil: laporan pemeriksaan kesesuaian obat/pakan.
S) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja; dan
b) formulir hasil pemeriksaan obat ikan/ pakan; dan
c) laporan pemeriksaan kesesuaian obat/pakan (formulir 19.a
dan 19.b).
6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,01.

Memeriksa kesesuaian penggunaan Obat lkan Kimia dan Bahan
Biologi (OIKB) yang dirckomendasikan oleh Ditjen Perikanan
Budidaya.
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Tolok ukur:

a) memeriksa obat ikan terdaftar/teregistrasi di KKP yang
digunakan cleh pengusaha dan para pembudidaya ikan;

b) memeriksa bahan kimia terdaftar/teregistrasi di KKP yang
digunakan oleh para pengusaha dan  masyarakat
pembudidaya ikan;

c) memeriksa bahan biologi terdaftar/teregistrasi di KKP yang
digunakan oleh pengusaha dan masyarakat pembudidaya
ikan; dan

d) memeriksa klasifikasi obat ikan, bahan kimia dan bahan
biclogi terdaftar yang digunakan oleh pengusaha dan
masyarakat pembudidaya ikan.

Catatan:

Setiap pemeriksaan kesuaian obat dan bahan biologi disesuaikan

dengan rekomendasi dari Ditjen Perikanan Budidaya.

Norma waktu: 1 (satu) Jam 25 (dua puluh) Menit.

Satuan hasil: laporan pemeriksaan OIKB.

Bukti fisik:

a) SPT Kepala Unit kerja;

b) formulir hasil pemeriksaan OIKB; dan

c) Laporan pemeriksaan kesesuaian Obat Ikan Kimia dan Bahan
Biologi (OIKB) (formulir 20.a dan 20.b).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,1.

p.- Memeriksa kelengkapan dokumen usaha pengolahan, pengangkutan

dan pemasaran hasil perikanan.

1)

2)

Tolok ukur:

a) dokumen pengolahan (SIUP, SKP dan HACCP);

b) dokumen pengangkutan ikan (SIUP, SIPI/SIKPI dan SKAI);
dan

c) deokumen kemitraan antara usaha penangkap ikan maupun
Kapal Penangkap/Pengangkut lkan dengan UPI (SIUP, daftar
nama kapal penangkap/pengangkut ikan, SIPI/SIKPI, daftar
UPI mitra).

Catatan:
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Setiap pemeriksaan dokumen 1perusahaan/kapal/kendaraan
bermotor dinilai sebagai 1 (satu) laporan.
3) Norma waktu:1 (satu) Jam 25 (dua puluh) Menit.
4) Satuan hasil: laporan hasil pemeriksaan dokumen.
S) Bukdti fisik:
a) SPT kepala unit kerja;
b) formulir pemeriksaan kelengkapan dokumen; dan
¢) laporan hasil pemeriksaan dokumen (formulir 21.a dan 21.b).
0) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,02.

Memeriksa kesesuaian produk hasil pengelahan ikan dengan Health
Certificate (HC) dan Sertifikat Penerapan Hazard Analysis and Critical
Control Points (HACCP).

1) Tolok ukur:

a) memeriksa keberadaan Sertifikat Penerapan HACCP, meliputi
masa berlaku HACCP dan instansi yang menerbitkan yaitu
BKIPM, KKP;

b) memeriksa keberadaan sertifikat keschatan yang
menunjukkan hasil perikanan telah dijamin mutu dan
keamanan untuk dikonsumsi manusia dengan cara
memeriksa apakah sertifikat masih berlaku dan instansi yang
menerbitkan oleh Pejabat yang berwenang; dan

c) memeriksa keberadaan sertifikat kesehatan yang
menunjukkan hasil perikanan bebas hama dan penyakit ikan
karantina yang diterbitkan cleh Pejabat yang berwenang.

2) Catatan:
Sesuai atau tidaknya pemeriksaan dengan produk yang diperiksa.
3) Norma waktu:1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.
4) Satuan hasil: laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi.
S) Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja;

b) Sertifikat kesehatan (HC dan Sertifikat penerapan HACCP);
dan

c) laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi (formulir 22.a
dan 22.b).

6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
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Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,05.

r. Melakukan verifikasi/kesesuaian data pengolahan, pengangkutan

dan pemasaran hasil perikanan.

1)

Tolok ukur:

a) Memeriksa kesesuaian dokumen perizinan UPl dengan lokasi
UPI, area lokasi UPI, sarana dan prasarana UPI;

b) Memeriksa kegiatan pengangkutan/distribusi hasil perikanan;
dan

c) Memeriksa kegiatan pemasaran hasil perikanan.

Catatan:

Masing-masing kegiatan tersebut di atas dapat dinilai.

Norma waktu: 1 (satu) Jam.

Satuan hasil: laporan hasil verifikasi data.

Bukti fisik:

a) SPT Kepala Unit kerja; dan

b) Formulir pemeriksaan unit pengolahan, pengangkutan dan
pemasaran hasil perikanan (formulir 23.a dan 23.b).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,03

(berlaku untuk masing-masing kegiatan).

s. Memeriksa kesesuaian dockumen perizinan impor mutiara.

1)

Tolok ukur:
a) memeriksa surat persetujuan pemasukan mutiara ke dalam
wilayah Negara Republik Indonesia, yang memuat :
1. nama importir atau instansi/lembaga;
ii. alamat importir atau instansi/lembaga;
iii. NPWP;
iv. tujuan pemasukan;
v. tanggal kedatangan;
vi. dokumen yang menyertai;
vii., nomor dokumen; dan
viii.  jenis, jumlah/berat, spesifikasi warna, bentuk, dan
ukuran.
b) mencari informasi/data lokasi importir atau instansi/lembaga

(desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten);
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c) memeriksa papan nama instansi/lembaga;

d) memeriksa komoditas yang diimpor; dan

e¢) memeriksa/mendokumentasikan  kegiatan = impor  yang
dilaksanakan.

Norma waktu: 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit.

Satuan hasil: laporan hasil verifikasi data hasil pemeriksaan

dokumen.

Bulkti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) formulir pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan impor
mutiara;

c) laporan hasil pemeriksaan (formulir 24.a dan 24.b).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,02.

Melakukan deteksi awal terhadap kualitas perairan yang

diindikasikan tercemar.

1)

Tolok ukur:

a) menyiapkan alat uji kualitas air;

b) penentuan koordinat kejadian; dan

c) verifikasi data sekunder dari masyarakat maupun dari media.

Catatan:

a) satu lokasi satu laporan; dan

b) kualitas air tidak sesuai dengan baku mutu air untuk
perairan laut/umum.

Norma waktu: 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.

Satuan hasil: laporan indikasi pencemaran perairan.

Bukti fisik:

a) SPT Kepala Unit kerja;

b) formulir pengawasan pencemaran perairan; dan

c) laporan indikasi pencemaran perairan (formulir 25.a dan
25.b).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,02.

Memeriksa kelengkapan dokumen perizinan kegiatan perikanan yang

berpotensi menimbulkan pencemaran.
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1) Tolok ukur:

Memeriksa Kkesesuaian antara perizinan/dokumen dengan

lapangan, ada beberapa dokumen meliputi Upaya Pengelolaan

Lingkungan- Upava Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hasil uji kualitas air

vang sudah dilakukan sebelumnya.

2) Catatan:
Setiap kegiatan dinilai sebagai 1 (satu) laporan.
3) Norma waktu:1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.
4) Satuan hasil: laporan kelengkapan dokumen AMDAL/UKL-UPL.
S) Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja,

b) formulir pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan
kegiatan perikanan yvang berpotensi menimbulkan
pencemaran; dan

c) laporan kelengkapan dokumen AMDAL/UKL-UPL (formulir
26.a dan 26.b).

60) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,02.

v. Melakukan pengambilan sampel air/ikan vang diindikasikan
tercemar untuk diuji di laboratorium yang terakreditasi.
1) Tolok ukur:
a) memeriksa surat persetujuan pemasukan mutiara ke dalam
wilayah Negara Republik Indonesia, yang memuat :
i.  nama importir atau instansi/lembaga;
ii. alamat importir atau instansi/lembaga;
iii. NPWP;
iv. tujuan pemasukan;
v. tanggal kedatangan;
vi. dokumen yang menyertai;
vii. nomor dokumen; dan
viii.  jenis, jumlah/berat, spesifikasi warna, bentuk, dan
ukuran.
b) mencari informasi/data lokasi importir atau instansi/lembaga
(desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten);

c) memeriksa papan nama instansi/lembaga;
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d) memeriksa komoditas yang diimpor; dan

e) memeriksa/mendokumentasikan  kegiatan  impor  yang
dilaksanakan.

Catatan:

Sesuai atau tidaknya pemeriksaan dengan dokumen yang

diperiksa.

Norma waktu: 2 (dua) Jam 30 (tiga puluh) Menit.

Satuan hasil: laporan hasil pemeriksaan dokumen.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja,

b) berita acara pengambilan sampel air/ikan; dan

c) Laporan hasil pemeriksaan (formulir 27.a dan 27.b).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,02.

. Melakukan pemeriksaan buangan/limbah cair hasil kegiatan usaha

perikanan.

1)

Tolok ukur:

a) memeriksa buangan air limbah sisa kegiatan usaha
perikanan; dan

b) memeriksa limbah darilnstalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
sebelum dibuang ke sungai/laut/media lain.

Catatan:

Setiap kegiatan dinilai sebagai 1 (satu) laporan.

Norma waktu: 2 (dua) jam.

Satuan hasil: laporan hasil kegiatan.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja,

b) formulir pengawasan pencemaran perairan; dan

c) laporan hasil kegiatan (formulir 28.a dan 28.b).

6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,09.

Memeriksa izin pemanfaatan ekosistem mangrove di pesisir/pantai.

1)

Tolok ukur:
a) mengumpulkan data meliputi:

i. peta kawasan mangrove; dan
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ii. perorangan/lembaga vyang memanfaatkan ckosistem
mangrove.

b) memeriksa surat izin lokasi, luas arca yang diizinkan dan izin
pemanfaatan.

Catatan:

a) setiap kegiatan dinilai sebagai 1 (satu) laporan; dan

b) pemeriksaan sesuai atau tidak sesuai dengan mencantumkan
sanksi dalam rekomendasi.

Norma waktu: 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.

Satuan hasil: laporan hasil pemeriksaan ekosistem mangrove.

Bukti fisik:

a) SPT Kepala Unit kerja;

b) formulir pengawasan pemanfaatan ekosistem mangrove;

c) laporan hasil pemeriksaan ekosistem mangrove (formulir 29.a
dan 29.b).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,02.

Memeriksa kapal perikanan vang diduga membawa bahan dan/atau

alat yang dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan dan

lingkungannya.

1)

3)

Tolok ukur:

a) mengumpulkan data jenis kapal perikanan berukuran <5 GT
dan alat penangkap ikan yang dapat merusak sumberdaya
ikan dan lingkungannya;

b) memeriksa kepemilikan kapal perikanan, dokumen kapal
perikanan, jenis alat penangkap ikan, wilayah penangkapan,
dan jenis muatan sebelum kapal perikanan berlayar; dan

c) memeriksa jenis alat penangkap ikan, jenis hasil tangkapan
ikan, dan kondisi hasil tangkapan ikan pada saat kapal
perikanan kembali.

Catatan:

a) Sectiap pemeriksaan 1 (satu) unit kapal perikanan dinilai 1
(satu) laporan; dan

b) Rekomendasi hasil pemeriksaan vang hasilnya :

i.  sesuai; atau
ii. tidak sesuai (peringatan/sanksi/denda).

Norma waktu: 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.
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Satuan hasil; laporan hasil pemeriksaan muatan kapal perikanan.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja,

b) formulir pengawasan muatan kapal perikanan; dan

c) laporan hasil pemeriksaan muatan kapal perikanan (formulir
30.a dan 30.b).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,02.

Memeriksa kelengkapan deokumen izin pemanfaatan jenis ikan dan

genetik ikan di kawasan konservasi.

1)

Tolok ukur:

a) mengumpulkan data jenis dan jumlah ikan serta genetik ikan
yvang dapat dimanfaatkan;

b) memeriksa kepemilikan izin (izin pemanfaatan, izin usaha);
dan

c) memeriksa jenis dan jumlah di wilayah pemanfaatan dan
wilayah pemasaran.

Catatan:

a) Sctiap kegiatan dinilai sebagai 1 (satu) laporan; dan

b) Rekomendasi hasil pemeriksaan (sesuai atau tidak sesuai
(peringatan/sanksi/denda)).

Norma waktu: 3 (tiga) jam.

Satuan hasil: laporan hasil pemeriksaan dokumen.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja,;

b) formulir dokumen izin pemanfaatan jenis ikan dan genetik
ikan di kawasan konservasi; dan

c) laporan hasil pemeriksaan dokumen (formulir 31.a dan 31.b).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,04.

Melakukan pemeriksaan pendahuluan.

1)

Tolok ukur:
a) menerima pengaduan tindak pidana kelautan dan perikanan

(TPKP) dan memberikan tanda bukti laporan;
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b) Mencari dan menemukan alat bukti yang cukup dari peristiwa
yvang dilaporkan untuk menentukan sikap;

c) dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan terdapat/tidak
terdapat cukup bukti, selanjutnya dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan Pendahuluan; dan

d) Apabila ditemukan tindak pidana lain, segera berkoordinasi
dengan pihak instansi yang mempunyai kewenangan untuk
dapat dipertanggungjawabkan.

Catatan:

Setiap pemeriksaan pendahuluan pada 1 (satu) kasus dinilai 1

(satu) laporan.

Norma waktu: S (lima) jam.

Satuan hasil: Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan

rekomendasi.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja,

b) laporan hasil pemeriksaan pendahuluan (formulir 32).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,03.

Melakukan perawatan barang bukti.

1)

Tolok ukur:

a) melakukan pemeriksaan barang bukti secara berkala;

b) untuk barang bukti berupa kapal perikanan, secara rutin
mesin dipanaskan dan diperiksa keutuhan perlengkapannya;
dan

c) barang bukti berupa dokumen dibungkus dan disimpan
ditempat yang memadai agar tetap bersih dan utuh.

Catatan:

Setiap perawatan terhadap 1 (satu) kasus per hari dinilai 1 (satu)

laporan.

Norma waktu: 3 (tiga) jam.

Satuan hasil: laporan perawatan barang bukti.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja;

b) berita acara penitipan barang bukti; dan

c) laporan perawatan barang bukti (formulir 33.a dan 33.b).
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6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,06.

cc. Membuat penyegelan/pembungkusan dan mengadministrasikan
barang bukti.
1) Tolok ukur:
a) melakukan penyegelan/pembungkusan sesuai peraturan yang
berlaku; dan
b) membuat berita acara penyegelan/pembungkusan.
2) Catatan:
Setiap penyegelan/pembungkusan/pengadministrasian barang
bukti 1 (satu) kasus dinilai 1 (satu) laporan.
3) Norma waktu: 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit.
4) Satuan hasil: laporan pelaksanaan penyegelan barang bukti.
S) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja,
b) berita acara penyegelan/pembungkusan; dan
c) laporan pelaksanaan penyegelan barang bukti (formulir 34.a
dan 34.b).
6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,02.

dd. Melakukan penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang
bukti dari penangkap.
1) Tolok ukur:
a) menerima penyerahan awak kapal pelaku TPKP dari Penyidik;
b) mencatat ke dalam buku register awak kapal pelaku TPKP;
c) menampung dan menempatkan awak kapal pelaku TPKP
sesuai status hukumnya;
d) melakukan perawatan dan pengamanan terhadap awak kapal
pelaku TPKP; dan
€) memantau secara berkala dan mengeluarkan sesuai perintah
atasan Penyidik.
2) Catatan:
Setiap hasil penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau
barang bukti 1 (satu) kasus per kapal dinilai 1 (satu) laporan.

3) Norma waktu: 2 (dua) jam.
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Satuan hasil: laporan pelaksanaan penyegelan barang bukti.

Bukti fisik:

a) SPT Kepala Unit kerja tentang penerimaan awak kapal
dan/atau barang bukti;

b) Berita Acara penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau
barang bukti; dan

c) laporan pelaksanaan penyegelan barang bukti (formulir 35.a

dan 33.b).

0) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dan Angka Kredit sebesar 0,2.

2. Rincian kegiatan Pengawas Perikanan Ahli Muda (III/c s.d III/d)

a. Menjadi ketua dalam menyusun rencana kerja pengawasan

penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi

keluar masuk ikan, kawasan konservasi dan pencemaran perairan

tahunan.

1)

2)

Tolok ukur:

Terlaksananya perencanaan kerja tahunan.

Catatan:

a) satu dokumen rencana Kkerja bulanan meliputi: usaha
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan,
distribusi keluar masuk ikan, kawasan konservasi dan
pencemaran perairan dinilai sebagai satu rencana kerja
tahunan; dan

b) dekumen rencana Kkerja tahunan menggunakan matrik
terlampir.

Norma waktu: 4 (empat) jam.

Satuan hasil: dockumen rencana kerja tahunan.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) dokumen rencana kerja pengawasan tahunan (formulir 36.a
dan 36.h).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,03.
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b. Menjadi ketua dalam menyusun rencana Kerja bulanan pengawasan
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi
keluar masuk ikan, kawasan konservasi dan pencemaran perairan.

1) Tolok ukur:
Terlaksananya perencanaan kerja bulanan.
2) Catatan:
a) satu dokumen rencana kerja bulanan dinilai sebagai satu
rencana bulanan; dan
b) dekumen rencana kerja bulanan menggunakan matrik
terlampir.
3) Norma waktu: 4 (empat) jam.
4) Satuan hasil: dokumen rencana kerja bulanan.
S) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja; dan
b) dokumen rencana kerja pengawasan bulanan (formulir 37.a
dan 37.b).
6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,02.

c. Menjadi ketua dalam menyusun rencana kerja triwulan pengawasan
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi
keluar masuk ikan, kawasan konservasi dan pencemaran perairan.

1) Tolok ukur:
Terlaksananya perencanaan kerja triwulanan.
2) Catatan:
a) satu dokumen rencana kerja triwulanan dinilai sebagai satu
rencana bulanan; dan
b) dokumen rencana kerja triwulanan menggunakan matrik
terlampir.
3) Norma waktu: 5 (lima) jam.
4) Satuan hasil: dokumen rencana kerja triwulanan.
S) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja; dan
b) dokumen rencana kerja pengawasan triwulanan (formulir 38.a
dan 38.b).
6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,02.


http://www.peraturan.go.id

2016, No. 1953 _36.

d. Menjadi ketua dalam menyusun rencana kerja tahunan pengawasan
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi
keluar masuk ikan, kawasan konservasi dan pencemaran perairan.

1) Tolok ukur:
Terlaksananya perencanaan Kerja tahunan.
2) Catatan:
Bahan rencana kerja tahunan vyang disiapkan adalah
resume/ringkasan kegiatan pengawasan tahun sebelumnya.
3) Norma waktu: 5 (lima) jam.
4) Satuan hasil: laporan rencana kerja tahunan.
o) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja; dan
b) bahan penyusunan rencana kerja tahunan (formulir 39.a dan
39.b).
0) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,02.

e. Menganalisis data dan informasi tahunan dalam rangka pengawasan
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi
keluar masuk ikan, kawasan konservasi dan pencemaran perairan.

1) Tolok ukur:
Terlaksananya analisis data dan informasi tahunan.
2) Catatan:
Data yang dianalisis adalah butir-butir kegiatan sesuai dengan
jenjang pertama.
3) Norma waktu: S (lima) jam.
4)  Satuan hasil: laporan hasil analisis dan informasi.
o) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja; dan
b) laporan hasil analisis (formulir 40).
6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,06.

f. Melakukan pengolahan data tahunan dalam rangka pengawasan
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi
keluar masuk ikan, kawasan konservasi dan pencemaran perairan.

1) Tolok ukur:
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Terlaksananya pengolahan data tahunan.
2) Catatan:
Satu dokumen data tahunan dinilai sebagai satu laporan.
3) Norma waktu: S (lima) jam.
4) Satuan hasil: laporan hasil analisa.
o) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja,
b) rekapitulasi data tahunan; dan
c) laporan hasil analisa (formulir 41).
0) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,06.

Melakukan analisis kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan
Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).
1) Tolok ukur:
a) diketahuinya pelanggaran kapal perikanan berdasarkan
tracking Vessel Monitoring System (VMS):
i. menyiapkan perangkat dan membuka aplikasi tracking
VMS;
ii. melakukan tracking kapal dalam kurun waktu 1 trip; dan
iii. plotting hasil tracking VMS pada lembar data VMS.
b) membuat analisis pelanggaran hasil tracking VMS.
2) Catatan:
Setiap analisis kepatuhan terhadap 1 (satu) kapal dinilai sebagai
1 (satu) hasil analisa kepatuhan kapal.
3) Norma waktu: 2 (dua) jam.
4) Satuan hasil: laporan hasil analisis kepatuhan SPKP.
o) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja sesuai jadwal piket; dan
b) data tracking VMS/kapal/trip (formulir 42.a dan 42.b).
0) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,04.
Membuat analisis hasil pemeriksaan kapal perikanan dalam rangka
penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan.

1) Tolok ukur:

a) menerima dokumen kapal perikanan SIPI/SIKPI dan SKAT

dari Nakhoda;
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b) memeriksa kesesuaian dokumen SIPI/SIKPI dan SKAT kapal
perikanan; dan
c) menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam lembar HPK.
2) Catatan:
a) satu kapal 1 (satu) analisis dalam 1 (satu) laporan; dan
b) apabila hasil analisis merekomendasikan tidak terbit SLO,
maka kegiatan tetap dihitung.
3) Norma waktu: 1 (satu) jam.
4)  Satuan hasil: Laporan hasil analisis SLO kapal perikanan.
o) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja; dan
b) laporan hasil analisis (formulir 43.a dan 43.Db).
6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,02.

i. Menghentikan, memasuki, memeriksa kapal perikanan asing (KIA).
1) Tolok ukur:

a) mencatat waktu dan mempetakan posisi kapal mulai dari
pendeteksian, pengejaran, penghentian dan pemeriksaan pada
jurnal kapal;

b) melakukan olah gerak kapal untuk mendekati kapal
perikanan agar dapat dilakukan komunikasi;

c) melakukan peran pemeriksaan,

d) melakukan komunikasi untuk perintah penghentian dan izin
pemeriksaan dengan menggunakan kode, isyarat, bunyi atau
radio atau bila diperlukan melakukan peringatan dengan
tembakan yang dicatat dalam jurnal komunikasi;

e) melakukan pengamanan menghentikan, memeriksa,
membawa dan menahan (HENRIKHAN);

f) menghitung jumlah ABK, mencatat situasi dan kondisi kapal
di bagian deck, ruang mesin dan ruang anjungan; dan

g) membuat laporan Henrikhan dan laporan Kkejadian bila
ditemukan dugaan pelanggaran.

2) Catatan:
Kegiatan penghentian dan pemeriksaanterhadap 1 (satu) buah
Kapal Ikan Asing (KIA) di laut dinilai sebagai 1 (satu) laporan.

3) Norma waktu: 1 (satu) jam 25 (dua puluh lima) menit.
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4)  Satuan hasil: laporan pemeriksaan kapal perikanan di laut.
S) Bukti fisik:
a) SPT Kepala Unit kerja; dan
b) Berita acara penghentian dan pemeriksaan; dan
c) laporan pemeriksaan kapal perikanan di laut (formulir 44.a
dan 44.b).
0) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,03.

Menghentikan, memasuki, memeriksa Kapal Perikanan Indonesia
(KII).
1) Tolok ukur:

a) mencatat waktu dan memetakan posisi kapal mulai dari
pendeteksian, pengejaran, penghentian dan pemeriksaan pada
jurnal kapal;

b) melakukan olah gerak kapal untuk mendekati kapal
perikanan agar dapat dilakukan komunikasi;

c) melakukan peran pemeriksaan,

d) melakukan komunikasi untuk perintah penghentian dan izin
pemeriksaan dengan menggunakan kode, isyarat, bunyi atau
radio atau bila diperlukan melakukan peringatan dengan
tembakan yang dicatat dalam jurnal komunikasi;

e) melakukan pengamanan menghentikan, memeriksa,
membawa dan menahan (Henrikhan);

f) menghitung jumlah ABK, mencatat situasi dan kondisi kapal
di bagian deck, ruang mesin dan ruang anjungan; dan

g) membuat laporan Henrikhan dan laporan Xkejadian bila
ditemukan dugaan pelanggaran.

2) Catatan:
Kegiatan penghentian dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit
Kapal Perikanan Indonesia (KII) di laut dinilai sebagai 1 (satu)
laporan.
3) Norma waktu:30 (tiga puluh) menit.
4) Satuan hasil: laporan pemeriksaan kapal perikanan di laut.
5) Bukti fisik:

a) SPT Kepala Unit kerja; dan
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b) berita acara penghentian dan pemeriksaan Kapal Perikanan
Indonesia (KII); dan
c) laporan pemeriksaan kapal perikanan di laut (formulir 45.a

dan 45.b).

6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,01.

k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan, yang menurut hukum

dapat dipertanggungjawabkan.

1)

Tolok ukur:

a) meminta persetujuan pejabat pimpinan tinggi pratama yang
membidangi operasional kapal pengawas dan/atau pimpinan
tinggi madya yang membidangi PSDKP;

b) membuat laporan kronologis tindakan khusus;

c) mendokumentasikan dengan video dan foto kegiatan tindakan
khusus; dan

d) tindakan khusus dilakukan terhadap kapal dan atau ABK
kapal ikan yang mengancam keselamatan dan keamanan
kapal dan awak kapal pengawas.

Catatan:

Tindakan yvang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan

terhadap 1 (satu) kapal/anak buah kapal/pelaku tindak pidana

perikanan dinilai sebagai 1 (satu) laporan.

Norma waktu: 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.

Satuan hasil: laperan dan berita acara dilakukannya tindakan

lain.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) laporan dan berita acara dilakukannya tindakan lain (formulir
46.a dan 46.b).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,03.

. Menyerahkan kapal perikanan beserta tersangka dan barang bukti

tindak pidana IUU fishing kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP

untuk diproses lebih lanjut.

1)

Tolok ukur:
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a) melakukan penyerahan kapal, tersangka, barang bukti dan
administrasi pemberkasan awal kepada kepala UPT/PPNS
Perikanan/PPNS TNI-AL atau PPNS POLRI;

b) saksi penyerahan tersebut yaitu: dari Kapal Pengawas terdiri
dari perwira sebagai pelapor dan ketua Tim pemeriksa, dan
dari UPT/TNI-AL/POLRI disaksikan oleh PPNS;

c) membuat berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh
yvang menyerahkan dan yang menerima serta para saksi; dan

d) membuat dokumentasi penyerahan.

Catatan:

Setiap Penyerahan kapal perikanan beserta tersangka dan barang

bukti kepada PPNS dinilai sebagai 1 (satu) Berita Acara serah

terima kapal perikanan.

Norma waktu: 3 (tiga) jam.

Satuan hasil: berita acara serah terima kapal perikanan,

tersangka dan barang bulti.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) berita acara penerimaan dan penelitian awak kapal/calon
tersangka/tersangka/ benda sitaan/barang bukti/surat-surat

atau dokumen (formulir 47.a dan 47.b).

6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,06.

. Memeriksa kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan.

1)

Tolok ukur:

memeriksa kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan
sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) penanganan ikan di
atas kapal perikanan.

Catatan:

penanganan ikan sesuai SOP Penanganan ikan di atas kapal.
Norma waktu: 1 (satu) jam 15 (lima belas) menit.

Satuan hasil: laporan penanganan ikan di atas kapal perikanan
pemeriksaan kesesuaian penanganan ikan di atas 1 (satu) kapal
perikanan.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan
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b) laporan hasil pemeriksaan penanganan ikan di atas kapal
(formulir 48.a dan 48.b).
0) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,02.

n. Memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk
kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi dengan izin yang
ditetapkan.

1) Tolok ukur:

a) mengumpulkan data meliputi: zona yang telah ditetapkan,
jenis dan batasan sarana dan prasana yang diperbolehkan;

b) memeriksa surat izin penggunaan sarana dan prasarana,
jumlah, jenis, kesesuaian sarana dan prasarana dengan
zonasinya; dan

c) rekomendasi hasil pemeriksaan (sesuai atau tidak sesuai
(peringatan/sanksi/denda)).

2) Catatan:
Laporan pemeriksaan kesesuaian sarana dan prasarana dalam 1
(satu) lokasi.

3) Norma waktu: 2 (dua) jam.

4) Satuan hasil: laporan pemeriksaan sarana dan prasarana yang
digunakan.

S) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja; dan
b) laporan hasil pemeriksaan (formulir 49.a dan 49.b).

0) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar Q,02.

0. Memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk
pemanfaatan jenis dan genetik ikan.
1) Tolok ukur:
a) mengumpulkan data meliputi: jenis dan batasan sarana dan
prasanan yang diperbolehkan;
b) memeriksa surat izin penggunaan sarana dan prasarana,
jumlah, jenis, kesesuaian sarana dan prasarana dengan jenis

dan genetik ikan; dan
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c) rekomendasi hasil pemeriksaan (sesuai atau tidak sesuai
(peringatan/sanksi/denda).
2) Catatan:
Laporan pemeriksaan kesesuaian sarana dan prasarana yang
digunakan untuk pemanfaatan jenis dan genetik ikan.
3) Norma waktu: 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.
4) Satuan hasil: laporan pemeriksaan sarana dan prasarana.
5) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja; dan
b) laporan hasil pemeriksaan sarana dan prasarana (formulir
50.a dan 50.b).
0) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,04.

Menggeledah sarana dan prasarana perikanan vang diduga
digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di
bidang perikanan.

1) Tolok ukur:

a) memiliki surat perintah penggeledahan vang ditandatangani
oleh atasan PPNS selaku penyidik;

b) surat perintah penggeledahan meliputi: nama dan jabatan
petugas, sarana dan prasarana perikanan yang akan
digeledah, tujuan dilakukan penggeledahan dan uraian
singkat TPP dan pasal yang disangkakan;

c) melakukan penggeledahan (setelah mendapat izin PN
sctempat); dan

d) membuat berita acara penggeledahan dalam waktu paling
lambat setelah dilakukan penggeledahan.

2) Norma waktu: 3 (tiga) jam.
3) Satuan hasil: laporan penggeledahan.
4) Bukt fisik:

a) SPT kepala unit kerja;

b) berita acara penggeledahan; dan

c) Laporan Penggeledahan dan dilampirkan Surat Perintah
Penggeledahan dan izin Pengadilan Negeri setempat (formulir

5l.a dan 51.b).
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9) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,11.

q. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka.
1) Tolok ukur:
a) melakukan pemanggilan saksi-saksi;
b) mendukung pelaksanaan pengambilan sumpabh,;
c¢) melakukan pemeriksaan saksi;
d) melakukan pemanggilan tersangka;
e¢) mendukung penangkapan tersangka; dan
f) melakukan pemeriksaan tersangka.
2) Catatan:
Dilakukan dalam bentuk tim.
3) Norma waktu: S (lima) jam 30 (tiga puluh) menit.
4) Satuan hasil: laporan kegiatan pemeriksaan saksi-saksi dan
tersangka.
o) Bukti fisik:
a) SPT Kepala Unit kerja;
b) Berita acara pemeriksaan; dan
c) Laporan kegiatan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka
(formulir 52.a dan 52.b).
6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,04.

r. Melakukan penahanan tersangka.
1) Tolok ukur:

a) memiliki surat perintah penahanan yvang ditandatangani ocleh
atasan PPNS Perikanan selaku penyidik;

b) surat perintah penahanan meliputi: nama dan jabatan
petugas, identitas orang yang akan ditahan, dan uraian
singkat TPP yang dilakukan;

c) membuat surat pemberitahuan yang ditujukan kepada
kedutaan/ konsulat dan atau keluarga tersangka; dan

d) melakukan penahanan.

2) Catatan:
Setiap kegiatan penahanan 1 (satu) orang tersangka dinilai 1

(satu) laporan.
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3) Norma waktu: 2 (dua) jam.
4) Satuan hasil: laporan penahanan.
o) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja;
b) surat perintah penyidikan;
c) surat perintah penahanan; dan
d) berita acara penahanan (formulir 53.a dan 53.b).
6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,08.

s. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
tindak pidana di bidang perikanan.
1) Tolok ukur:
a) melakukan pemanggilan tenaga ahli,
b) mendukung pelaksanaan pengambilan sumpah; dan
c) meminta keterangan ahli.
2) Catatan:
Setiap pemanggilan dan pemeriksaan 1 (satu) orang ahli dinilai
schagai 1 (satu) laporan.
3) Norma waktu: 4 (empat) jam.
4) Satuan hasil: laporan kegiatan mendatangkan ahli.
O) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja,
b) surat tugas Ahli;
c) berita acara sumpah ahli;
d) surat penggilan kepada ahli;
€) berita acara pendapat ahli; dan
f) laporan kegiatan mendatangkan ahli (formulir 54.a dan 34.b).
6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,1.

t. Melakukan penyitaan barang atau dokumen.
1) Tolok ukur:
a) memiliki surat perintah penyitaan vang ditandatangani oleh
atasan PPNS Perikanan selaku Penyidik;
b) mendapatkan izin sita dari pengadilan negeri setempat; dan

c) melakukan penyitaan sesuai ketentuan vang berlaku.
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Catatan:

Setiap penyitaan barang bukti dinilai sebagai 1 (satu) laporan.

Norma waktu: S (lima) jam.

Satuan hasil: laporan hasil penyitaan barang bukti.

Bukti fisik:

a) SPT Kepala Unit kerja;

b) surat perintah penyitaan;

c) berita acara penyerahan barang sitaan yang bersifat
terlarang/barang rampasan/barang temuan untuk
dimusnahkan;

d) penetapan penyitaan dari pengadilan; dan

€) laporan hasil penyitaan barang bukti (formulir 55.a dan 53.b).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,05.

u. Melakukan proses administrasi untuk tersangka yang hilang atau

melarikan diri.

1)

Tolok ukur:

a) membuat permintaan bantuan pencarian atau penangkapan
tersangka;

b) membuat surat pemanggilan tersangka melalui konsulat
jenderal asal negara tersangka (jika tersangka warga negara
asing/WNA);

c) membuat pengumuman di media elektronik atau media
massa;, dan

d) melengkapi biedata dan foto tersangka.

Catatan:

Rangkaian proses administrasi dan Daftar Pencarian Orang (DPO)

untuk tersangka yang hilang atau melarikan diri dinilai sebagai 1

(satu) laporan.

Norma waktu: 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit.

Satuan hasil: laporan proses administrasi untuk tersangka yang

hilang atau melarikan diri.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) register DPO;
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c) laporan proses administrasi untuk tersangka yang hilang atau
melarikan diri (formulir 56.a dan 56.b).
6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,15.

Melakukan penerimaan barang bukti tindak pidana di bidang
perikanan (TPP).
1) Tolok ukur:
a) meneliti berita acara penerimaan barang bukti TPP sebagai
dasar penerimaan barang bukti TPP;
b) menginventarisasi barang bukti TPP yang diterima sesuai
berita acara penerimaan barang bukti TPP;
c) mengamankan barang bukti kapal sesuai SOP;
d) Memilah barang bukti TPP dan menyimpan sesuai jenis
barang (labelling),
e) melakukan pencatatan dalam buku kontrol Barang Bukti
Tindak Pidana Perikanan; dan
f) melakukan pemotretan/pendckumentasian.
2) Catatan:
Penerimaan barang bukti dari 1 (satu) kapal dan/atau barang
bukti lainnya dinilai sebagai 1 (satu) laporan.
3) Norma waktu: 3 (tiga) jam.
4) Satuan hasil: laporan penerimaan barang bukti.
o) Bukti fisik:
a) SPT Kepala Unit kerja; dan
b) laporan penecrimaan barang bukti dengan melampirkan surat
tanda terima barang bukti TPP (formulir 57.a dan 37.b).
0) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar Q,03.

. Melakukan pemusnahan barang bulkti.

1) Tolok ukur:
Melakukan pemusnahan terhadap barang bukti yang sudah
busuk/rusak, mengandung bibit penyakit, dan berbahaya dengan
tahapan:
a) mendapatkan persetujuan dari pengadilan negeri setempat;

b) melakukan pemusnahan sesuai prosedur; dan
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c) membuat berita acara pemusnahan.

Catatan:

Setiap pemusnahan barang bukti TPP dinilai sebagai 1 (satu)

laporan pemusnahan.

Norma waktu: 3 (tiga) jam.

Satuan hasil: Laporan kegiatan pemusnahan barang bukti.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) berita acara pemusnahan barang bukti; dan

c) laporan pemusnahan barang bukti dengan melampirkan
(formulir 58.a dan 58.b).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,03.

%x. Melaksanakan pemantauan dan penanganan tindak pidana

perikanan sampai pada putusan inkracht.

1)

Tolok ukur:

a) menyusun data penanganan tpp per bulan;

b) menganalisis data penanganan tpp perbulan; dan

c) menyusun laporan.

Catatan:

Setiap pemantauan penanganan tindak pidana perikanan dinilai

sebagai 1 (satu) laporan.

Norma waktu: 10 (sepuluh) jam.

Satuan hasil: laporan pemantauan penanganan TPP.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) laporan pemantauan penanganan TPP (formulir 59.a dan
59.b).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar Q,11.

v. Melakukan analisis berita acara hasil pemeriksaan kapal kedatangan

(HPK).

1)

Tolok ukur:
a) menerima Kkelengkapan dokumen kapal perikanan dari

nakhoda;
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b) memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen kapal
perikanan;
c) memeriksa kesesuaian hasil tangkapan dengan alat
penangkapan ikan yang digunakan;
d) memeriksa dan kesesuaian daerah penangkapan dengan
sipi/sikpi serta kesesuaian pelabuhan pangkalan;
e) menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam lembar hpk; dan
f) apabila ditemukan ketidaksesuaian, hasil analisa tersebut
dijadikan dasar dalam menyampaikan rekomendasi kepada
Instansi Pemberi Izin.
2) Catatan:
Setiap laporan analisis berita acara hasil pemeriksaan kapal
kedatangan (HPK).
3) Norma waktu: 3 (tiga) jam.
4) Satuan hasil: laporan hasil analisis HPK kedatangan.
S) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja; dan
b) laporan analisis berita acara hasil pemeriksaan kapal
kedatangan (HPK) (formulir 60.a dan 60.b).
6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar 0,09,

Melakukan evaluasi coverage area pengawasan (luasan daerah yang
terawasi dalam WPP-NRI).
1) Tolok ukur:

a) melakukan evaluasi coverage area pelaksanaan hari operasi
kapal pengawas di WPPNRI;

b) mengevaluasi jam operasi dan kecepatan rata-rata kapal
pengawas dalam melaksanakan operasi;

c) mengevaluasi hasil prosentase cakupan wilayah pengelolan
perikanan yang terawasi sesuai dengan rumus yang telah
ditentukan;

d) membandingkan jumlah prosentase wilayah terawasi antara
target dan realisasi; dan

e) membuat telaahan tentang pencapaian realisasi prosentase
wilayah terawasi untuk penentuan strategi peningkatan

operasi pengawasan.
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Catatan:

Data evaluasi meliputi tracking VMS, data hasil tangkapan serta

data dukung lainnya.

Norma waktu: 10 (sepuluh) jam.

Satuan hasil: laporan hasil evaluasi coverage area pengawasan

(formulir 61.a dan 61.b).

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) gambar tracking VMS dan data ikan hasil tangkapan per trip.

c) laporan hasil evaluasi coverage area pengawasan (formulir
6l.adan 61.b)

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Muda dan Angka Kredit sebesar O, 1.

3. Rincian kegiatan Pengawas Perikanan Ahli Madya (IV/a s.d IV/c)

a. Melakukan analisis tracking Vessel Monitoring System (VMS).

1)

Tolok ukur:

a) menerima hasil tracking VM S dari Direktorat Pemantauan dan
Peningkatan Infrastruktur/UPT/Satker Pengawasan SDKP;

b) menganalisis posisi kapal perikanan dan memeriksa
kesesuaian Daerah Penangkapan lkan (DPI) yang diizinkan
dengan vang tercantum dalam SIPI/SIKPI; dan

c) menganalisis pergerakan /aktivitas kapal perikanan
berdasarkan tracking VMS terkait indikasi pelanggaran kapal
perikanan yang dilakukan.

Norma waktu: 4 (empat) jam.

Satuan hasil: laporan hasil analisis tracking VMS.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) laporan, berkas, dan dokumen hasil analisis gambar tracking
kapal (formulir 62 dan 63).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Madya dan Angka Kredit sebesar 0,12.
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b. Melakukan Klarifikasi hasil tracking Vessel Monitoring System (VMS).

C.

1)

Tolok ukur:

a) Melakukan pemanggilan terhadap pemilik kapal perikanan
yvang terindikasi melakukan pelanggaran;

b) Melakukan klarifikasi terhadap pemilik kapal,

c) Melakukan analisa teknis dan yuridis terkait hasil Klarifikasi
dengan pemilik kapal; dan

d) Menyusun konsep surat tindak lanjut hasil klarifikasi.

Norma waktu: 1 (satu) jam 15 (lima belas) menit.

Satuan hasil: laporan hasil klarifikasi (formulir 62).

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja,

b) berita acara klarifikasi (formulir 64); dan

c) rekomendasi hasil klarifikasi.

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Madya dan Angka Kredit sebesar 0,09.

Menganalisa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI atau

SIKPI.

1)

Tolok ukur:

a) menerima dokumen SIPI atau SIKPI dari Nakhoda kapal,

b) memeriksa kesesuaian pelabuhan pangkalan vang tercantum
pada SIPI atau SIKPI;

c) melakukan verifikasi pelabuhan pangkalan pada SIPl atau
SIKPI dengan data pada Data Sharing Sistem (DSS); dan

d) menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam lembar HPK.

Catatan:

a) rekap buku lapor pangkalan; dan

b) HPK kedatangan kapal dijadikan dasar analisa.

Norma waktu: 1 (satu) jam.

Satuan hasil: laporan hasil analisa

Bulkti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) Laporan hasil analisa kesesuaian pelabuhan pangkalan
dengan SIPI atau SIKPI (formulir 62 dan 635).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Madya dan Angka Kredit sebesar 0,17.
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d. Melakukan Kklarifikasi kesesuaian operasional kapal berdasarkan

hasil analisa tracking SPKP dalam rangka membuat laporan hasil

verifikasi ikan vang didaratkan.

1) Tolok ukur:

a) menerima hasil analisa tracking VMS dari petugas Regional
monitoring center/Direktorat Pemantauan dan Peningkatan
Infrastruktur;

b) menganalisa dan memverifikasi posisi kapal perikanan dengan
daerah penangkapan ikan vyang diizinkan sebagaimana
tercantum dalam SIPI/STKPT;

c) menganalisa pergerakan/aktivitas kapal perikanan
berdasarkan tracking VMS terkait indikasi pelanggaran yang
dilakukan;

d) melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap pemilik/
Nakhoda kapal;

e) membuat telaah hasil klarifikasi tersebut; dan

f) menyusun laporan hasil klarifikasi.

Catatan:

Tracking VMS kapal, SPKP, SIPI.

Norma waktu: 3 (tiga) jam.

Satuan hasil: Laporan hasil Kklarifikasi dan rekomendasi

penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan lkan (LVHPI).

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) Laporan hasil klarifikasi per kapal dilampiri dengan formulir
laporan verifikasi hasil pendaratan ikan (formulir 62 dan 66).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Madya dan Angka Kredit sebesar 0,03.

e. Melakukan verifikasi/kesesuaian data pendaratan ikan dalam rangka

penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTTI).
1) Tolok ukur:

a) petugas pendataan melakukan koordinasi dengan pihak
pelabuhan untuk memeriksa dokumen, mencatat data kapal,
alat tangkap vang digunakan, jenis dan jumlah ikan yang
didaratkan di pelabuhan;
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b) petugas pendataan menuangkan hasil pemeriksaan kapal
perikanan di dalam formulir Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK);

c) dalam hal terdapat permintaan verifikasi pendaratan ikan dari
nakhoda/pemilik kapal/yvang ditunjuk oleh pemilik kapal
sebagai syarat pengajuan permohonan penerbitan SHTI,
petugas pendataan menuangkan HPK kedatangan ke dalam
form Laporan Verifikasi Hasil Pendaratan lkan (LVHPI);

d) petugas verifikasi menyerahkan form LVHPI kepada petugas
verifikasi,;dan

€) Petugas verifikasi melakukan analisa terhadap:

i. Kesesuaian daerah penangkapan dengan izin yang
diberikan bherdasarkan data hasil pemantauan kapal
perikanan VMS vang sudah online dan/atau jurnal
pelayaran kapal,

ii. Kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan jenis alat
penangkapan ikan; dan

iii. Dalam hal tidak ada jurnal pelayaran atau VMS online
belum terpasang, pemohon harus membuat pernyataan
diatas materai, apabila pernyataan tersebut dikemudian
hari ternyata tidak benar, maka semua konsekuensi

ditanggung oleh pemohon.

2) Catatan:
Kapal diverifikasi hanya jika ada permochonan dari pemilik
kapal/penanggungjawab/Nakhoda dan dilakukan hanya pada
kapal penangkap.

3) Norma waktu:1 (satu) jam 15 (lima belas) menit.

4) Satuan hasil: laporan hasil verifikasi pendaratan ikan (formulir
62).

S) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja; dan
b) Formulir LVHPI per kapal (formulir 67).

0) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Madya dan Angka Kredit sebesar 0,12.

Memeriksa peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi

keluar/masuk wilayah Negara Republik Indonesia.
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Tolok ukur:

a) mencari informasi tentang tempat-tempat illegal yang
digunakan secbagai pintu masuk bagi ikan dan benih ikan
yang dilarang keluar/masuk ke wilayah Negara Republik
Indonesia;

b) memeriksa surat izin import/eksport ikan dan benih ikan yang
dimiliki importir/ ekspotir ikan;

c) melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap ikan dan benih
ikan yang dilarang keluar/masuk wilayah Negara Republik
Indonesia; dan

d) membuat peta sebaran ikan dan benih ikan yang dilarang

masuk wilayah Negara Republik Indonesia dan lokasi yang

diduga sering digunakan sebagai tempat
pengeluaran/pemasukan ikan dan benih ikan yang
dilarang/dilindungi.

Catatan:

Data jenis ikan, izin import/eksport, koordinat/peta/flowchart

peredaran.

Norma waktu: S (lima) jam.

Satuan hasil: laporan hasil pemeriksaan peredaran ikan atau

benih ikan yang dilarang/dilindungi.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) laporan hasil pemeriksaan dilampirkan data jenis ikan, izin
import/eksport, koordinat/peta/flowchart peredaran ikan
(formulir 62 dan 68).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Madya dan Angka Kredit sebesar 0,03.

g. Memeriksa  kesesuaian  perizinan  kegiatan  penelitian  dan

pengembangan perikanan dengan izin yvang dimiliki.

1)

Tolok ukur:

a) memeriksa data perizinan kegiatan  penelitian dan
pengembangan perikanan  (institusi  yang mengeluarkan
perizinan, institusi/perorangan yang diberi izin penelitian dan
pengembangan perikanan, penanggungjawab kegiatan dan

personil yang terlibat, lokasi dan tempat penelitian dan
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pengembangan perikanan, jenis komoditas vang diteliti dan
dikembangkan, masa berlaku surat izin penelitian dan
pengembangan perikanan);
b) memeriksa/mendokumentasikan komoditas yang diteliti dan
dikembangkan; dan
c) Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan.
2) Catatan:
Pengawasan terhadap penelitian yang dilakukan cleh pihak asing.
3) Norma waktu: 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.
4) Satuan hasil: laporan hasil pemeriksaan izin penelitian.
S) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja; dan
b) laporan hasil pengawasan dan dilampiri data perizinan
penelitian (formulir 62 dan 69).
6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Madya dan Angka Kredit sebesar 0,03.

h. Memeriksa kesesuaian kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa
genetika dengan dekumen perizinan usaha pembudidayaan ikan.
1) Tolok ukur:
a) memeriksa jenis ikan hasil rekayasa genetika @ yang
dibudidayakan;
b) memeriksa sarana budidaya yang digunakan
(bak/kolam /karamba);
c) memeriksa sistem pengamanan produk ikan hasil rekayasa
genetika;
d) memeriksa sarana pasca panen (ruang penampungan hasil
budidaya, ruang/tempat pengkemasan produk);
e) memeriksa peruntukan produk budidaya ikan hasil rekayasa
genetika;
f) memeriksa sarana/fasilitas lain pendukung kegiatan budidaya
(laboratorium, mess); dan
g) memeriksa ada/tidak ada sarana/sistem pengelolaan air
limbah budidaya.
2) Norma waktu: 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.
3) Satuan hasil: laporan hasil pemeriksaan rekayasa genetik.

4) Bukti fisik:
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a) SPT kepala unit kerja; dan
b) laporan hasil kegiatan (formulir 62 dan 70).
Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Madya dan Angka Kredit sebesar 0,2.

i. Memeriksa jenis ikan yang diclah, asal bahan baku dan tujuan

pemasaran ikan yang telah diolah.

)

Tolok ukur:

a) memeriksa apakah asal ikan bahan baku dari usaha
perikanan tangkap, perikanan budidaya, atau impor ikan;dan

b) memverifikasi apakah ikan bahan baku memiliki ketelusuran
yang jelas, serta keamanan mutu.

Catatan:

Asal ikan ditunjukkan dengan Surat Keterangan Asal [kan (SKAI)

vang dikeluarkan Dinas Provinsi, Kota/Kabupaten yang

menangani.

Norma waktu: 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.

Satuan hasil: laporan hasil pemeriksaan pengolahan hasil

perikanan.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) laporan hasil pemeriksaan (formulir 62 dan 71).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Madya dan Angka Kredit sebesar 0,08.

j. Memeriksa kelengkapan dokumen perizinan importasi ikan setelah

surat pelepasan dari karantina ikan.

1)

Tolok ukur:
a) memeriksa bahan baku dan asal bahan baku pengolahan
ikan;
b) memeriksa kesesuaian dokumen perizinan importasi ikan,
antara lain:
i. 1zin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP); dan
ii. surat pelepasan dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
c) menganalisis kesesuaian ikan impor dan peruntukannya.
Norma waktu: 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.

Satuan hasil: laporan hasil pemeriksaan dokumen.
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4) Bukdti fisik:
a) SPT Kepala Unit kerja; dan
b) Laporan hasil hasil pemeriksaan dengan melampirkan
dokumentasi (formulir 62 dan 72).
O) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Madya dan Angka Kredit sebesar 0,06.

Melakukan analisa ketaatan kapal perikanan dalam  hal
pendistribusian hasil tangkapan ke UPI sebagai mitranya.
1) Tolok ukur:
a) identifikasi perusahaan/kapal penangkapan ikan yang wajib
bermitra dengan upi;
b) memeriksa perjanjian kerjasama kemitraan dengan upi; dan
c) memeriksa hasil tangkapan dan distribusinya.
2) Catatan:
Perjanjian kerjasama harus disahkan dengan Akta Notaris.
3) Norma waktu: 2 (dua) jam.
4) Satuan hasil: laporan hasil analisa.
o) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja; dan
b) laporan hasil pemeriksaan dengan dengan melampirkan surat
perjanjian kerjasama (formulir 62 dan 73).
0) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:
Pengawas Perikanan Ahli Madya dan Angka Kredit sebesar 0,02.

Melakukan analisis hasil pengujian laboratorium terhadap standar
baku mutu yang berlaku.
1) Tolok ukur:
a) memeriksa kesesuaian hasil uji laboratorium dengan standar
baku mutu air untuk biota; dan
b) melakukan analisis hasil uji laboratorium tersebut.
2) Catatan:
a) laporan analisa harus mencakup sumber pencemaran dan
dampak terhadap biota perairan; dan
b) laboratorium harus terakreditasi.
3) Norma waktu: 3 (tiga) jam.

4) Satuan hasil: laporan analisis hasil pengujian laboratorium.
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Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) laporan hasil analisis pengujian laboratorium (formulir 62 dan
74).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Madya dan Angka Kredit sebesar 0,05.

m. Memeriksa Kkesesuaian izin pemanfaatan kawasan konservasi

perairan dengan zonasi yang ditetapkan.

1)

Tolok ukur:

a) mengumpulkan data kawasan konservasi yang meliputi zona
yvang telah ditetapkan;

b) rencana pengelolaan kawasan konservasi, jenis dan batasan
pemanfaatan yvang diperbolehkan;

c) memeriksa surat izin wusaha, pengelola wusaha, jenis
pemanfaatan, kesesuaian pemanfaatan dengan zonasinya; dan

d) Analisa dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Catatan:

Rencana pengelolaan kawasan Kkonservasi diterbitkan oleh

pengelola kawasan.

Norma waktu: 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.

Satuan hasil: laporan hasil pemeriksaan pemanfaatan kawasan

konservasi.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) laporan pemeriksaan (formulir 62 dan formulir 75).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Madya dan Angka Kredit sebesar 0,04.

n. Membuat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan/atau Surat

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

1)

Tolok ukur:

a) didahului dengan diterbitkannya surat perintah tugas yang
dikeluarkan dan ditandatangani oleh atasan PPNS Perikanan;

b) dalam hal laporan/perkara ditindaklanjuti ke tingkat
penyidikan, diterbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik)
oleh atasan penyidik selaku penyidik; dan
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c) selanjutnya dibuat Surat Pemberitahuan  Dimulainya
Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan.

Catatan:

Dilakukan setelah ada jawaban dari Dirjen PSDKP atas verifikasi

Tindak Pidana Perikanan (TPP).

Norma waktu: 4 (empat) jam.

Satuan hasil: laporan dimulainya penyidikan.

Bulkti fisik:

a) Rekomendasi Dirjen PSDKP;

b) Sprindik dari kepala unit kerja (formulir 76);

c) SPDP (formulir 76.a); dan

d) Laporan dimulainya penyidikan (formulir 76.Db).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Madya dan Angka Kredit sebesar 0,06.

Membuat resume perkara dan menyerahkan berkas perkara,

tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

1)

Tolok ukur:

a) menyusun ikhtisar dari rangkaian alat bukti yang ditemukan
dan menganalisa berdasarkan fakta-fakta vang diperoleh dan
membuat kesimpulan;

b) merupakan kegiatan penyerahan berkas perkara ke penuntut
umum dengan disertai surat pengantar dan dibuktikan
dengan tanda terima berkas perkara (tahap-1);

c) bilamana point 2 dinyatakan belum lengkap (P-18) dan
disertai petunjuk (P-19), maka petunjuk dilengkapi kemudian
diserahkan kembali ke Penuntut Umum (tahap-1); dan

d) menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum
setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21) yang dibuktikan
dengan berita acara penyerahan tersangka dan barang bulkti
(tahap-2).

Catatan:

a) kegiatan ini dilakukan setelah proses penyidikan selesai; dan

b) Angka Kredit diberikan sebanyak resume pada point 3.

Norma waktu: S (lima) jam.

Satuan hasil: berita acara penyerahan berkas perkara, tersangka

dan barang bukti.
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Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja,

b) form resume dan BAP tahap-1 (formulir 77.a);

c) form P-19 dan/atau P-21; dan

d) berita acara serah terima tahap-2 (formulir 77.b).
Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Madya dan Angka Kredit sebesar 0,06.

Melaksanakan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan.

Tolok ukur:

Menganalisis proses/tahapan penanganan TPP per kasus.

Norma waktu: S (lima) jam.

Satuan hasil: laporan evaluasi penanganan tindak pidana
perikanan.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) laporan hasil evaluasi (formulir 62 dan 78).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Madyva dan Angka Kredit sebesar 0,06.

Melakukan analisis buku lapar.

1)

Tolok ukur:

a) menyiapkan data pelabuhan pangkalan kapal perikanan;

b) menganalisis kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan yang
tercantum dalam SIPI/SIKPI; dan

c) menuangkan hasil analisis dalam buku lapor pangkalan.

Catatan:

Rekap buku lapor, HPK kedatangan, HPK keberangkatan.

Norma waktu: 10 (sepuluh) jam.

Satuan hasil: laporan hasil analisis buku lapor.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) laporan hasil analisis per kapal per & bulan (formulir 62 dan
79).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Madya dan Angka Kredit sebesar 0,09.
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Melakukan analisis surat laik operasi kapal perikanan.

1)

Tolok ukur:

a) menyiapkan data penerapan Surat Laik Operasi (SLO) kapal
perikanan pada UPT/Satker/Pos PSDKP;

b) melakukan analisis SLO kapal perikanan terkait tingkat
kelaikan kapal perikanan;

c) melakukan analisis terkait penerbitan SLO kapal perikanan;
dan

d) menyiapkan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil analisis
SLO kapal perikanan.

Catatan:

a) Rekapitulasi HPK dan SLO sebagai bahan analisis;

b) Analisis dilakukan oleh pejabat fungsional Pusat; dan

c) Apabila pejabat fungional pada UPT setingkat Pangkalan akan
mengambil butir kegiatan ini, maka harus bekerja sama
dengan pejabat fungsional dan/atau struktural pusat dalam
satu tim.

Norma waktu: 3 (tiga) jam.

Satuan hasil; laporan hasil analisis SLO kapal perikanan.

Bukti fisik:

a) SPT Kepala Unit kerja; dan

b) laporan hasil analisis per tahun/pelabuhan pangkalan
(formulir 62 dan 80).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Madya dan Angka Kredit sebesar 0,09.

Melakukan analisis produktifitas hasil tangkapan kapal perikanan.

1)

Tolok ukur:

a) mengumpulkan data produktivitas hasil tangkapan kapal
perikanan meliputi: data ukuran kapal, alat tangkap, hasil
tangkapan, hari operasi dan biaya operasional kapal
perikanan;

b) melakukan analisis produktivitas kapal perikanan; dan

c) menyampaikan rekomendasi terkait dengan  analisis
produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan.

Catatan:

a) analisis dilakukan oleh pejabat fungsional pusat;
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b) apabila pejabat fungional pada UPT setingkat Pangkalan akan
mengambil butir kegiatan ini, maka harus bekerja sama
dengan Pejabat fungsional dan/atau Struktural pusat dalam
satu tim; dan

c) dilakukan untuk kapal yang terindikasi melakukan IUU
Fishing.

Norma waktu: 3 (tiga) jam.

Satuan hasil: laporan hasil analisis produktifitas hasil tangkapan

kapal perikanan.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) laporan hasil analisis dan rekomendasi hasil analisa per
kapal/tahun (formulir 62 dan 81).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Madya dan Angka Kredit sebesar 0,15.

t. Melakukan analisa kepatuhan UPI pada ketentuan peraturan

perundang-undangan dalam bidang perikanan.

1)

Tolok ukur:

melakukan analisa data UPI berdasarkan kelengkapan dokumen

vang dipersyaratkan.

Catatan:

a) analisa dilakukan oleh Pejabat fungsional pusat; dan

b) apabila pejabat fungional pada UPT setingkat Pangkalan akan
mengambil butir kegiatan ini, maka harus bekerja sama
dengan Pejabat fungsional dan/atau Struktural pusat dalam
satu tim.

Norma waktu: S (lima) jam.

Satuan hasil: laporan hasil kepatuhan UPI.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) laporan hasil analisa (formulir 62 dan 82).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Madya dan Angka Kredit sebesar 0,12.
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4. Rincian kegiatan Pengawas Perikanan Ahli Utama (IV/d s.d IV/e)

a. Melakukan verifikasi kapal perikanan yang diduga melakukan
pelanggaran tindak pidana perikanan, yang di ad hoc ke
Pangkalan/Stasiun/Pos PSDKP.

1) Tolok ukur:

a) menerima hasil verifikasi kapal perikanan yang di ad hoc
vang di duga melakukan pelanggaran tindak pidana
perikanan dari Kepala UPT/Satker/Pos PSDKP;

b) melakukan analisa teknis dan yuridis terhadap kapal
perikanan vang di ad hoc;

c) menganalisis hasil verifikasi faktual kapal perikanan yang di
ad hocdan hasilnya disampaikan kepada Pimpinan unit kerja;
dan

d) membuat rekomendasi hasil verifikasi berupa proses sidik
atau dihentikan karena tidak cukup bukti.

2) Norma waktu: 3 (tiga) jam.
3) Satuan hasil: laporan hasil verifikasi.
4) Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) laporan hasil verifikasi (formulir 83 dan 84).

S5) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Utama dan Angka Kredit sebesar 0,12.

b. Melaksanakan kajian produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan
sesuai dengan alat penangkap ikan yang digunakan.
1) Tolok ukur:
a) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

61/KEPMEN-KP/2014 tentang Produktifitas Kapal Penangkap

Tkan;
b) HPK Kedatangan,;
c) SLO Asal,
d) SIPI;

e) Pelaksanaannya membandingkan hasil tangkapan yang
tercantum dalam HPK Kedatangan selama kurun waktu
tertentu dengan preduktifitas kapal sesuai dengan Keputusan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-
KP/2014 tentang Produktifitas Kapal Penangkap Ikan; dan
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f) Variabel: waktu/musim penangkapan, fishing ground, alat
tangkap dan alat bantu penangkapan.

Catatan:

Paling kurang 33% dari jumlah kapal dengan alat penangkap ikan

dan WPPNRI yang sama untuk 1 (satu) laporan.

Norma waktu: 3 (tiga) jam.

Satuan hasil: laporan hasil kajian pengawasan dan rekomendasi.

Bulkti fisik:

a) SPT Kepala Unit kerja; dan

b) Laporan hasil kajian (formulir 83 dan 853).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Utama dan Angka Kredit sebesar 0,01.

c. Pengawasan jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar

negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

1) Tolok ukur:

a) menganalisa informasi tentang tempat-tempat vang digunakan
sebagai pintu masuk bagi ikan yang dilarang masuk ke
wilayah Negara Republik Indonesia;

b) menganalisa dokumen impor ikan vang dimiliki importir ikan;

c) melakukan uji petik pemeriksaan di lapangan terhadap ikan
yvang dilarang masuk wilayah Negara Republik Indonesia;

d) menganalisis peta sebaran ikan yang dilarang masuk wilayah
Negara Republik Indonesia dan lokasi yang diduga sering
digunakan sebagai tempat pemasukan (impor) ikan yang
dilarang;

€e) menganalisa informasi tentang tempat-tempat vang digunakan
sebagai pintu masuk bagi ikan berbahaya yang dilarang
masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia; dan

f) menganalisa hasil pemeriksaan dokumen impor ikan yang
dimiliki importir terhadap ikan berbahaya yang dilarang
masuk wilayah Negara Republik Indonesia.

Norma waktu:1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.

Satuan hasil: laporan hasil kajian pengawasan dan rekomendasi.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan
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b) laporan pengawasan jenis ikan berbahaya yang dilarang
masuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik
Indonesia (formulir 83 dan 86).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Utama dan Angka Kredit sebesar 0,2.

d. Memeriksa sebaran jenis ikan invasive yang sudah ada.

)

Tolok ukur:

a) Melakukan kajian hasil inventarisasi Kketentuan atau
peraturan mengenai data jenis ikan invasive yang dilarang
beredar/diperdagangkan dan dibudidayakan,;

b) Melakukan kajian dan uji petik di lapangan terhadap ikan
invasive yang diperdagangkan/dibudidayakan secara illegal,
dan

c) Menganalisis peta sebaran/peredaran ikan invasive di
masyarakat.

Norma waktu: 1 (satu) jam 25 (dua puluh lima) menit.

Satuan hasil: laporan hasil pemeriksaan sebaran jenis ikan

tnvasive dan reckomendasi.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja;

b) peta jumlah sebaran; dan

c) laporan hasil pemeriksaan (formulir 85 dan 87); dan

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Utama dan Angka Kredit sebesar 0,2.

e. Menganalisa dampak sebaran jenis ikan invasive.

1)

Tolok ukur:

a) mengkaji peta secbaran/peredaran ikan @ invasive @ di
masyarakat; dan

b) menganalisa dampak terhadap biota lain, lingkungan dan
lain-lain.

Catatan:

Kegiatan pada point ¢ dan d dapat dibuat dalam satu laporan dan

dinilai masing-masing.

Norma waktu: S (lima) jam.

Satuan hasil: laporan hasil analisa.
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Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) laporan analisa dampak sebaran terhadap biota lain dan
lingkungan (formulir 83 dan 87).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Utama dan Angka Kredit sebesar 0,2.

f. Melakukan analisis data hasil pemeriksaan kandungan bahan

tambahan pangan yang membahayakan kesehatan manusia.

1)

Tolok ukur:

a) Mengkaji hasil pemeriksaan ikan yang diclah, asal bahan
baku dan tujuan pemasaran; dan

b) Menganalisa hasil pemeriksaan jenis bahan baku, bahan
tambahan makanan, bahan penoclong dan/atau alat yang
membahayvakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan
dalam kegiatan penanganan dan pengclahan ikan.

Norma waktu: 2 (dua) jam.

Satuan hasil: laporan hasil analisis dan rekomendasi.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) laporan hasil analisa (formulir 83 dan 88).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Utama dan Angka Kredit sebesar 0,05.

g. Melakukan evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap

proses hukum kapal yang di ad hoc.

)

2)

Teolok ukur:

a) melakukan evaluasi setelah  kegiatan pelaksanaan
penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas;

b) mengelompokan jumlah Kkapal berdasarkan jenis kapal
perikanan KII dan KIA, jenis pelanggaran yang dilakukan, asal
negara kapal beserta ABK dan jenis usaha perikanan;

c) mengelompokan jenis pelanggaran berdasarkan GT kapal
sesuai perizinan yang diterbitkan, lokasi perairan dan
WPPNRI; dan

d) Menganalisis proses hukum kapal yang di ad hoc.

Norma waktu: 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit.
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3) Satuan hasil: Laporan hasil evaluasi pelaksanaan operasi kapal
pengawas terhadap proses hukum kapal yang di ad hoc.

4) Bukdti fisik:
a) SPT kepala unit kerja; dan
b) laporan hasil evaluasi (formulir 83 dan 89).

O) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Utama dan Angka Kredit sebesar 0,2.

Melakukan evaluasi pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan
(HENRIK) oleh kapal pengawas.
1) Tolok ukur:

a) memeriksa dan menganalisa laporan penghentian dan
pemeriksaan mengenai kesesuaian perairan dan posisi kapal
(lintang, bujur) dengan foto hasil patroli, kesesuaian antara
jenis pelanggaran dan dugaan pasal yang disangkakan; dan

b) memeriksa kesesuaian jumlah kapal yang diperiksa dengan
jumlah laporan kapal yang diperiksa dan/atau di ad hoc.

2) Catatan:
Analisis yuridis dan analisis teknis pelaksanaan HENRIK oleh
kapal pengawas.

3) Norma waktu: S (lima) jam.

4) Satuan hasil: Laporan hasil evaluasi pelaksanaan HENRIK oleh
kapal pengawas.

o) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja; dan
b) laporan hasil evaluasi HENRIK (formulir 83 dan 90).

6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Utama dan Angka Kredit sebesar 0,24.

Melakukan evaluasi laporan situasi dan report (SITREP).
1) Tolok ukur:
a) menganalisis laporan SITREP (posisi dan jenis kegiatan kapal)
dengan kronologis laporan gelar operasi; dan
b) menganalisis dan menghitung jumlah dan prosentase laporan
situasi harian dari setiap kapal pengawas.
2) Norma waktu:6 (enam) jam.

3) Satuan hasil: Laporan hasil evaluasi laporan SITREP.
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Bukti fisik:

a) SPT Kepala Unit kerja; dan

b) laporan hasil analisis dan evaluasi SITREP (formulir 83 dan
91).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Utama dan Angka Kredit sebesar 0,12.

j.  Mengidentifikasi/memverifikasi kinerja sistem pengawasan perikanan

(Simwaskan).

1)

Tolok ukur:

a) Menganalisa hasil identifikasi sistem pengawasan perikanan
yang terintegrasi dengan seluruh UPT; dan

b) Rekomendasi pengembangan Simwaskan.

Norma waktu: 2 (dua) jam.

Satuan hasil: laporan identifikasi/verifikasi kinerja Simwaskan.

Bukti fisik:

a) SPT Kepala Unit kerja; dan

b) laporan hasil analisis kinerja SIMWASKAN (formulir 83 dan
92).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Utama dan Angka Kredit sebesar 0, 1.

k. Menguji efektifitas instrumen/sistem pengawasan perikanan.

)

Tolok ukur:

a) Menganalisa hasil wuji instrumen/sistem  pengawasan
perikanan;dan

b) Rekomendasi hasil uji  efektifitas instrumen/sistem
pengawasan perikanan.

Norma waktu: 2 (dua) jam.

Satuan hasil: laporan hasil pengujian efektifitas SIMWASKAN.

Bukdti fisik:

a) SPT Kepala Unit kerja; dan

b) Laporan hasil uji instrumen/sistem pengawasan perikanan
(formulir 83 dan 93).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Utama dan Angka Kredit sebesar O, 1.
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Menganalisis hasil identifikasi dan uji efektifitas sistem pengawasan
perikanan.
1) Tolok ukur:
Membuat analisis hasil uji Simwaskan.
2) Catatan:
Laporan hasil analisis Simwaskan per kegiatan pengawasan
SDKP/bulan.
3) Norma waktu: 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit.
4) Satuan hasil: laporan hasil pengujian efektifitas Simwaskan.
o) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja,
b) Laporan hasil analisis identifikasi dan wuji efektifitas
SIMWASKAN (formulir 83 dan 94).
0) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Utama dan Angka Kredit sebesar O, 1.

. Membuat kajian untuk penyempurnaan sistem pengawasan
perikanan.
1) Tolok ukur:
a) memberikan usulan perbaikan data dari kelemahan
simwaskan; dan
b) rekomendasi penyempurnaan sistem.
2) Catatan:
Laporan hasil penyempurnaan Simwaskan per kegiatan
pengawasan SDKP/bulan.
3) Norma waktu: 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit.
4) Satuan hasil: laporan hasil kajian Simwaskan.
o) Bukti fisik:
a) SPT kepala unit kerja;
b) Laporan hasil kajian (formulir 83 dan 93).
6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Utama dan Angka Kredit sebesar 0,08.

Menganalisis dan memverifikasi hasil identifikasi.
1) Tolok ukur:
a) membuat analisis dari hasil verifikasi efektifitas sistem

pengawasan; dan
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b) rekomendasi pengembangan sistem pengawasan scbagai
dasar penyusunan juknis/pedoman peraturan perundang-
undangan.

Catatan:

Penyempurnaan juknis sistem pengawasan.

Norma waktu: 2 (dua) jam.

Satuan hasil: laporan hasil analisis juknis/pedoman peraturan

perundangan.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) Laporan hasil analisis juknis sistem pengawasan (formulir 83

dan 96).

6) Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Utama dan Angka Kredit sebesar 0,02.

0. Membuat kajian untuk penyempurnaan juknis dan pedoman.

1)

Tolok ukur:

a) mengkaji hasil analisa efektifitas dan kelemahan sistem; dan
b) membuat usulan penyempurnaan juknis.

Catatan:

dapat dilakukan bila terdapat ketidakefektifan dalam sistem
pengawasan.

Norma waktu: S (lima) jam.

Satuan hasil: laporan hasil analisis juknis/pedoman peraturan
perundangan.

Bukti fisik:

a) SPT kepala unit kerja; dan

b) laporan hasil kajian (formulir 83 dan 97)

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Utama dan Angka Kredit sebesar 0,44.

p. Menyiapkan keonsep standar/pedoman/juklak/juknis dan peraturan

pengawasan.
1) Tolok ukur:
Menyiapkan bahan penyusunan standar/pedoman/juklak/

2)

juknis dan peraturan bidang pengawasan SDKP.

Catatan:
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Dapat dilakukan bersama Tim dan masing-masing anggota

mendapatkan Angka Kredit yang sama.

Norma waktu: 11 (sebelas) jam.

Satuan hasil: konsep standar/pedoman/juklak/juknis dan

peraturan perundangan.

Bulkti fisik:

a) SPT Kepala Unit kerja;

b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; dan

c) Konsep standar/pedoman/juklak/juknis dan peraturan
perundangan (formulir 83 dan 98).

Pelaksana kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:

Pengawas Perikanan Ahli Utama dan Angka Kredit sebesar 0, 1.
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BAB IV

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT, PENILAIAN

DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
1. Pengisian DUPAK

Langkah-langkah Pengisian DUPAK oleh Pengawas Perikanan (formulir

99) sebagai berikut:

a. Pengisian blanko/Formulir

1) Nomor diisi sesuai kode penomoran DUPAK instansi yang

bersangkutan;

2) Masa penilaian diisi dengan periode waktu yang diajukan untuk

dinilai;

3) Keterangan perorangan diisi data Pengawas Perikanan; dan

4) Unsur yang dinilai, diisi dengan hasil penilaian terhadap bukti

yvang disampaikan.

b. Lampiran DUPAK

1) Berkas Administrasi Kepegawaian

a)

Surat pengantar/surat permohonan dari pejabat instansi
yang mengusulkan;fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK)
terakhir;

Fotokeopi Keputusan Pengangkatan menjadi CPNS dan PNS
(khusus untuk pengangkatan pertamal);

Fotokepi Keputusan Pengangkatan Pertama kali dalam
jabatan Pengawas Perikanan (khusus untuk kenaikan
pangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Pengawas
Perikanan);

Fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;

Fotokopi Keputusan Kenaikan Jabatan terakhir;

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (SKP); dan

ljazah terakhir yang dilegalisasi untuk pengangkatan
pertama kali atau bagi yang diangkat kembali setelah tugas

belajar.

2) Bukti Fisik
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a) Surat tugas bagi Pengawas Perikanan yang akan
melaksanakan/mengerjakan  butir-butir kegiatan yang
menjadi tugas pokoknya dalam kurun waktu tertentu. Surat
tugas cukup satu yang dibuat dengan menyebutkan rincian
tugas yang akan dilakukan;

b) Surat tugas limpah bagi Pengawas Perikanan yang
melakukan tugas/kegiatan di atas atau di bawah jenjang
jabatannya;

c) Surat tugas bagi Pengawas Perikanan yang mengerjakan
suatu paket kegiatan tertentu dan atau yvang dikerjakan di
luar jam kerja;

d) Surat tugas bagi Pengawas Perikanan yang melakukan
tugas/kegiatan di luar unit kerja yang bersangkutan;

e) Surat pernyataan melakukan Kkegiatan yang dimaksud
adalah formulir yang terdapat pada (formulir 2, 3, 4, dan J5)
yvang telah diisi dan disahkan dengan tanda tangan atasan
langsung. Setiap butir kegiatan dan prestasi yang dimuat
pada DUPAK, harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan
Melakukan Kegiatan yang sesuai; dan

fy Dokumen pendukung lainya sebagai hasil pelaksanaan butir

kegiatan.

2. Pengajuan DUPAK

a. Pengajuan DUPAK Pengawas Perikanan Ahli Pertama, golongan

ruang lll/a sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Madya,

golongan ruang IV/a adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Pengawas Perikanan menyusun DUPAK beserta lampiran
lampirannya, kemudian mengajukan kepada atasan langsung
serendah-rendahnya eselon 1V;

Atasan langsung mengesahkan semua lampiran dan bukti yang
disertakan;

Berkas DUPAK yvang telah disahkan dikirim kepada Sekretariat
Tim Penilai Unit Kerja/Tim Penilai Provinsi/Tim Penilai
Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 10 Januari untuk
kenaikan pangkat/jabatan pada Bulan April, dan tanggal 10 Juli
untuk kenaikan pangkat/jabatan Bulan Oktober;
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Sekretariat Tim Penilai melakukan pemeriksaan dan penelitian
terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti fisik lampiran
DUPAK vang diajukan serta mengadministrasikan untuk dapat
diagendakan pembahasan dan penilaian dalam rapat Tim
Penilai;

Tim Penilai menilai semua bukti kegiatan, kemudian mengisi
hasil penilaiannya pada DUPAK;

Hasil penilaian Tim Penilai selanjutnya disampaikan kepada
Sekretariat Tim Penilai untuk dilakukan rekapitulasi; dan
Pejabat Penetap Angka Kredit sclambat lambatnya 3 (tiga) bulan

sebelum periode kenaikan pangkat.

b. Pengajuan DUPAK Pengawas Perikanan Ahli Madya, golongan ruang

IV/b sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Utama, golongan

ruang IV /e adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pengawas Perikanan menyusun DUPAK beserta lampiran
lampirannya, kemudian mengajukan kepada atasan langsung
serendah-rendahnya Eselon II;

Atasan langsung (Pimpinan Unit Kerja) mengesahkan semua
lampiran lampiran dan bukti-bukti untuk dinilai oleh Tim
Penilai Pusat;

Berkas DUPAK vang telah disahkan dikirim kepada Sekretariat
Tim Penilai Pusat paling lambat tanggal 10 Januari untuk
kenaikan pangkat/jabatan pada Bulan April, dan tanggal 10 Juli
untuk kenaikan pangkat/jabatan Bulan Oktober;

Sekretariat Tim Penilai melakukan pemeriksaan dan penelitian
terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti fisik lampiran
DUPAK yang diajukan serta mengadministrasikan untuk dapat
diagendakan pembahasan dan penilaian dalam rapat Tim
Penilai;

Tim Penilai menilai semua bukti kegiatan, kemudian mengisi
hasil penilaiannya pada DUPAK;

Instansi Pembina menerbitkan PAK yang ditandatangani oleh
Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pejabat eselon | yang
ditunjuk sesuai dengan bidang Penaatan Peraturan Perundang-
undangan Kelautan da Perikanan, selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan sebelum pericde kenaikan pangkat pada bulan April dan

Oktober.
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3. Pejabat Pengusul DUPAK

a. Pengawas Perikanan Ahli Utama pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan/provinsi/kabupaten/kota, diajukan oleh sekretaris
direktorat jenderal/sckretaris daerah provinsi/sekretaris daerah
kabupaten/kota kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atau
kepada pejabat eselon 1 yang ditunjuk;

b. Pengawas Perikanan Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan
ruang Il /a sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Madya pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan, diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi
kepegawaian kepada Kepala Birc Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

c¢. Pengawas Perikanan Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan
ruang Il /a sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Madya pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a pada dinas di provinsi yang
membidangi perikanan, diajukan oleh pejabat eselon III yang
membidangi kepegawaian kepada sekretaris daerah provinsi; dan

d. Pengawas Perikanan Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan
ruang Il /a sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Madya pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a pada dinas di kabupaten/kota yang
membidangi perikanan, diajukan oleh pejabat eselon III yang
membidangi kepegawaian kepada sekretaris daerah

kabupaten/kota.

B. Penilaian
1. Penilaian Angka Kredit

Pelaksanaan penelitian dan penilaian Angka Kredit dimulai sejak

DUPAK diterima oleh Seckretariat Tim Penilai sampai dengan

diterbitkannya PAK.

Beberapa ketentuan yvang perlu diperhatikan dalam penilaian Angka

Kredit Pengawas Perikanan sebagai berikut:

a. Jumlah Angka Kredit kumulatif yang harus dipenuhi cleh setiap
Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan
kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Perikanan sebagaimana

tersebut pada Lampiran [l Peraturan Menteri Negara
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1
Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan
Angka Kreditnya;

b. Komposisi Angka Kredit antara unsur utama dan unsur penunjang
adalah sebagai berikut:
1) paling rendah 8% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal

dari unsur utama dengan rincian :

a) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari butir kegiatan
berasal dari unsur tugas pokoknya pada jenjang yang
bersangkutan; (perhitungannya = 50/80 x jumlah Angka
Kredit 80% berasal dari unsur utama) untuk Pengawas
Perikanan Ahli Muda dan Pertama; dan

b) Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) Angka Kredit dari
pelatihan dan pendidikan serta unsur pengembangan procfesi
(perhitungannya = 30/80 x jumlah Angka Kredit 80% berasal
dari unsur utama) untuk Pengawas Perikanan Ahli Muda
dan Pertama.

2) paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari

unsur penunjang.

2. Ketentuan Dalam Perhitungan Angka Kredit

a. Angka Kredit diperlukan untuk pengangkatan pertama kali dan
pengangkatan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional
Pengawas Perikanan bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk menentukan
jenjang jabatan  sebagai Pengawas = Perikanan; kenaikan
jabatan/pangkat dalam jabatan Pengawas Perikanan; pengangkatan
kembali bagi Pengawas Perikanan yvang telah selesai menjalani
pembebasan sementara karena ditugaskan di luar jabatan Pengawas
Perikanan; Pengawas Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina
Utama, golongan ruang 1V/e, yvang diwajibkan mengumpulkan
paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas
pokok dan pengembangan profesi.

b. Tugas Limpah
1) Apabila pada suatu unit pelaksana teknis/unit kerja tidak

terdapat Pengawas Perikanan yang sesuai dengan jenjang
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jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor
47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, maka Pengawas
Perikanan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu
tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan
tersebut setelah mendapatkan surat penugasan dari pimpinan
unit kerja yang bersangkutan;

Pengawas Perikanan yang melaksanakan kegiatan 1 (satu)
tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang dipercleh
ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari setiap
Angka Kredit butir kegiatan vang dilakukan dengan
melampirkan surat tugas limpah dari pimpinan unit pelaksana
teknis/unit kerja yang bersangkutan;

Ketentuan tugas limpah dibatasi maksimal 20% (dua puluh
persen) dari 80% (delapan puluh persen) kebutuhan Angka
Kredit untuk kenaikan pangkat;

Contoh:

Sofie Laila, S.Pi, Pengawas Perikanan Ahli Muda berdasarkan
surat penugasan vyang bersangkutan melakukan kegiatan
melakukan pengawasan, pelaksanaan kegiatan yang seharusnya
merupakan tugas Pengawas Perikanan Ahli Madya, berdasarkan
Pasal 10 huruf a Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, Angka
Kredit yang diterima Sofie Laila, S.Pi. yaitu : 80% x 1 x 0,24 =
0,192.

Pengawas Perikanan yang melaksanakan tugas 1 (satu) tingkat
di bawah jenjang jabatannya Angka Kredit yang dipercleh
ditetapkan sama dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan
yvang dilakukan dengan melampirkan surat tugas limpah dari

pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
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Penghitungan Angka Kredit
Angka Kredit dari setiap kegiatan vang dikerjakan Pengawas
Perikanan diperhitungkan dari jumlah prestasi kerja masing-masing
butir kegiatan dikalikan dengan satuan Angka Kredit yang
tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1
Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan
Angka Kreditnya.
Contoh:
Syarif, S.Pi, Pengawas Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda Tingkat 1, golongan ruang Ill/b, mengerjakan butir kegiatan.
Memeriksa kesesuaian dokumen operasi kapal perikanan
(SIPI/SIKPI, SLO, SPB). Angka Kredit yang diperoleh Syarif, S.Pi.
adalah 1 butir kegiatan x 0,01 = 0,01 untuk butir Memeriksa
kesesuaian dokumen operasi kapal perikanan (SIPI/SIKPI, SLO,
SPB) (kede butir 4B.14).
Jumlah Angka Kredit kumulatif vang harus dipenuhi cleh setiap
Pengawas Perikanan untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas
Perikanan sebagaimana tersebut pada Lampiran II.A, II.B, dan II.C.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
1 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan
Angka Kreditnya, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal
dari unsur utama; dan
2. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari
unsur penunjang.
Unsur kegiatan pendidikan, pengembangan profesi dan penunjang
boleh dilakukan oleh semua jenjang jabatan sesuai Lampiran I
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1
Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan

Angka Kreditnya.
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d. Masa Penilaian Angka Kredit

Masa penilaian Angka Kredit adalah jangka waktu pelaksanaan

kegiatan pengawasan perikanan vang dicantumkan dalam Daftar

Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

Masa penilaian Angka Kredit:

1) Bagi PNS yang diangkat untuk mengisi lowongan formasi dengan
kualifikasi pendidikan Diploma I, Diploma IV/S1, 82 dihitung
sejak yvang bersangkutan diangkat sebagai CPNS.

2) Bagi PNS yang berpindah dari jabatan lain ke jabatan fungsional
Pengawas Perikanan dihitung sejak yang bersangkutan
melaksanakan tugas di bidang pengawasan selama dua tahun
vang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

3) Bagi PNS yvang telah diangkat secbagai Pengawas Perikanan yang
akan naik jabatan/pangkat/pengangkatan kembali/vang telah
selesai menjalani pembebasan sementara karena ditugaskan di
luar jabatan Pengawas Perikanan dihitung Sejak masa penilaian
yang tercantum dalam PAK terakhir:

Contoh :
Masa penilaian Angka Kredit yvang diajukan sebelumnya tanggal
1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015, schingga
untuk masa penilaian berikutnya adalah mulai tanggal 1
Januari 2016.

e. Pengangkatan dan Pembentukan Tim Penilai

1) Syarat Pengangkatan Anggota Tim Penilai
a) Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan

jabatan/pangkat Pengawas Perikanan yang dinilai dengan

ketentuan:

i. Tim Penilai dari Pengawas Perikanan sekurang-
kurangnya telah menduduki jabatan/pangkat setingkat
Pengawas Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina
Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk Tim Penilai; dan

ii. Tim Penilai dari Pengawas Perikanan sekurang-
kurangnya telah menduduki jabatan/pangkat setingkat
Pengawas Perikanan, pangkat Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang IlI/b atau Pengawas Perikanan Ahli

Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, goloengan
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ruang III/b untuk Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai
provinsi dan Tim Penilai kabupaten/kota.
Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja
Pengawas Perikanan.
Keahlian untuk menilai prestasi kerja Pengawas Perikanan
dibuktikan dengan sertifikat kelulusan diklat tim penilai
jabatan fungsional Pengawas Perikanan dimana kurikulum
pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan ditetapkan oleh Menteri
Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
Dapat aktif melakukan penilaian.
Dalam hal anggota Tim Penilai dari unsur Pengawas
Perikanan tidak dapat terpenuhi seluruhnya atau sebagian,
maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain

vang mempunyai kompetensi dalam bidang pengawasan.

Ketentuan Pembentukan

a)

Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai provinsi dan Tim Penilai
kabupaten/kota dapat dibentuk apabila lembaga yang
bersangkutan telah memiliki Pengawas Perikanan sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) orang;

Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai provinsi
dan Tim Penilai kabupaten/kota dapat dibentuk lebih dari 1
(satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai, jumlah dan
lokasi Pengawas Perikanan yang dinilai;

Apabila Tim Penilai Provinsi, belum dibentuk karena belum
memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan,
penilaian Angka Kredit Pengawas Perikanan dapat
dimintakan kepada Tim Penilai provinsi lain terdekat atau
Tim Penilai pusat;

Caranya:

Pejabat yang berwenang mengusulkan DUPAK sebagaimana
diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Negara
Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jabatan
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Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya,
mengajukan surat permchonan penilaian dan penetapan
Angka Kredit bagi Pengawas Perikanan yang menjadi
wewenangnya kepada Ketua Tim Penilai provinsi lain/Tim
Penilai Unit Kerja atau kepada pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

d) Apabila Tim Penilai kabupaten/kota, belum dibentuk karena
belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang
ditentukan, penilaian Angka Kredit Pengawas Perikanan
dapat dimintakan kepada Tim Penilai kabupaten/kota lain
terdekat atau Tim Penilai provinsi lain terdekat atau Tim
Penilai Unit Kerja/Tim Penilai Pusat; dan

e} Dalam rangka pemantauan dan evaluasi tembusan
keputusan pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai
provinsi dan Tim Penilai kabupaten/kota disampaikan
kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Masa Jabatan Tim Penilai

a) Masa jabatan anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit
Kerja, Tim Penilai provinsi dan Tim Penilai kabupaten/kota
adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
masa jabatan berikutnya;

b) Apabila masa jabatan pertama habis, dapat diperpanjang 1
(satu) kali masa jabatan; dan

c) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali
masa jabatan, dapat diangkat kembali setelah melampaui
tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

Penggantian Anggota Tim Penilai

a) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau
berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim
Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara
definitif sesuai dengan masa Kkerja vang tersisa kepada
pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai; dan

b) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yvang turut dinilai,
vang bersangkutan tidak boleh ikut melakukan penilaian
dan apabila diperlukan Ketua Tim Penilai dapat mengangkat

anggota Tim Penilai Pengganti.
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o) Pejabat yang Mengangkat dan Memberhentikan Tim Penilai

6)

7)

Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat
dan Tim Penilai Unit Kerja;

Sekretaris daerah provinsi untuk Tim Penilai provinsi; dan
Sekretaris daerah kabupaten/kota untuk Tim Penilai

kabupaten/kota.

Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya

dibentuk sekretariat Tim Penilai. Sekretariat Tim penilai

dipimpin oleh seorang Ketua yang secara fungsional bertanggung

jawab di bidang Kepegawaian untuk :

a)

b)

c)

Sekretariat Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai
Unit Kerja dibentuk dengan keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan;

Sekretariat Tim Penilai provinsi dibentuk dengan keputusan
sekretaris daerah provinsi; dan

Sekretariat Tim Penilai kabupaten/kota dibentuk dengan

keputusan sekretaris dacrah kabupaten/kota.

Anggaran Tim Penilai

Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tim penilai masing-

masing adalah:

)

b)

¢)

Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai Unit Kerja dibebankan
kepada anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Tim Penilai provinsi dibebankan kepada anggaran
pemerintah provinsi; dan

Tim Penilai kabupaten/kota dibebankan kepada anggaran

pemerintah kabupaten/kota.

C. Penetapan Angka Kredit
1. Pengisian PAK

Pengisian PAK dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a.

<

o a0

=

Nomor diisi sesuai kade penomoran PAK di instansi penilai;

Instansi diisi nama instansi pengusul;

Masa Penilaian diisi sesuai masa penilaian yang ada pada DUPAK;

Keterangan perorangan diisi data Pengawas Perikanan yang dinilai;

PAK kolom lama diisi sesuai Nilai PAK terakhir;
PAK kolom baru diisi sesuai Hasil Penilaian DUPAK;
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g. PAK kelom jumlah diisi hasil penjumlahan nilai dalam kolom lama
dan kolem baru;

h. Khusus kolom rekomendasi, hanya diisi jika vang dinilai telah
memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat yang lebih
tinggi. Apabila tidak memenuhi syarat, maka diterbitkan PAK
sementara yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penilai;

i. Formulir PAK sementara dibuat seperti formulir PAK hanya
judulnya diganti menjadi PAK sementara dengan nomor sesuai
nemeoer administrasi Tim Peniladi;

j. PAK sementara diberlakukan sebagai PAK untuk memudahkan
penilaian selanjutnya dalam rangka melengkapi Angka Kredit yang
dipersyaratkan; dan

k. Setiap PAK yang diterbitkan oleh masing-masing instansi harus

ditembuskan kepada instansi pembina.

2. Pejabat yang berwenang menetapkan PAK

a. Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk
sesuai dengan bidang tugas pengawasan bidang penaatan peraturan
perundang-undangan kelautan dan perikanan bagi Pengawas
Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang
IV/b sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Utama, pangkat
Pembina Utama, golongan ruang [V/e di lingkungan Kementerian
dan daerah provinsi, kabupaten/kota;

b. Pejabat eselon Il yang membidangi kepegawaian pada Kementerian
Kelautan dan Perikanan, bagi Pengawas Perikanan Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan
Pengawas Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang
IV/a di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

c. Sekretaris daerah provinsi bagi Pengawas Perikanan Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang IlI/a sampai dengan
Pengawas Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang
IV/a di lingkungan provinsi; dan

d. Sekretaris kabupaten/kota bagi Pengawas Perikanan Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang IllI/a sampai dengan
Pengawas Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang

IV/a di lingkungan kabupaten/kota.
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BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN

A. Pengangkatan Pertama Kali

1.

Pejabat yang herwenang

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Pengawas

Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan

dan Perikanan adalah Menteri Kelautan dan

Perikanan/gubernur/bupati/wali kota.

Persyaratan

PNS vang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas

Perikanan Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1)

2)
3)

4)

Berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV
bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan kualifikasi yang
diperlukan berdasarkan analisis jabatan dan ditetapkan oleh
instansi pembina;

Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang lll/a;

Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan
dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir;

Memenuhi Angka Kredit kumulatif minimal yang ditentukan
sebagaimana Lampiran v Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01
Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan
Angka Kreditnya sesuai jenjang jabatan vang akan didudukinya
yvang berasal dari pendidikan dan/atau ditambah Angka Kredit dari
kegiatan unsur utama lainnya;

Contoh :

Penghitungan Angka Kredit untuk pengangkatan pertama kali
dalam Pengawas Perikanan Ahli Pertama sebagai berikut:

Awlia Pratama, S.St.Pi. berpendidikan DIV di bidang perikanan,
bertugas di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Jakarta sejak 1 Maret 2010 dalam status CPNS untuk

mengisi lowongan formasi Pengawas Perikanan Terhitung mulai
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tanggal 1 Maret 2010 dan ditugaskan di bidang teknis pengawasan
perikanan bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan
Kelautan dan Perikanan. Terhitung mulai tanggal 1 April 2011 yang
bersangkutan diangkat sebagai PNS dengan pangkat Penata Muda,
golongan ruang Ill/a. Yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1
April 2011 mengajukan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
(DUPAK) ke Tim Penilai dengan Angka Kredit 100 yvang diperoleh
dari unsur pendidikan (ijazah S1) saja.

Apabila vang bersangkutan akan menambahkan Angka Kredit dari
prestasi vang dipercleh dari kegiatan pengawasan perikanan di
bidang penataan peraturan perundang-undangan kelautan dan
perikanan semenjak menduduki CPNS yaitu selama 1 tahun (2
Maret 2010 sampai dengan 1 April 2011), maka yvang bersangkutan
harus mengajukan DUPAK ke Tim Penilai.

Jenjang jabatan yang bersangkutan akan ditentukan berdasarkan
Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menectapkan Angka Kredit.

3) lulus uji kompetensi,

6) lulus diklat fungsional Pengawas Perikanan sesuai kualifikasi yang
ditetapkan instansi pembina paling lambat 3 (tiga) tahun setelah
pengangkatan; dan

7) Pengangkatan pertama PNS yang berstatus Calon Pejabat
Fungsional Pengawas Perikanan diangkat setelah menjadi PNS.

Ketentuan dalam pengangkatan pertama kali

Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Pengawas

Perikanan dengan ketentuan:

a. Pengangkatan dilakukan untuk mengisi lowongan formasi jabatan
Pengawas Perikanan melalui pengangkatan Calon PNS Pengawas
Perikanan;

b. Pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan Pengawas Perikanan
dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengawas Perikanan yang
ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang
Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan
Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan

c. Pengangkatan PNS daerah dalam jabatan Pengawas Perikanan
dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengawas Perikanan yang

ditetapkan ocleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat
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persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan

Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. Pengangkatan dari jabatan lain
1. Pejabat yang berwenang
Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Pengawas
Perikanan adalah pejabat yvang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
2. Persyaratan pengangkatan dari jabatan lain sebagai berikut:
a. memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pada pengangkatan
pertama kali;
b. memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang Penaatan
Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan paling

kurang 2 (dua) tahun;

o

telah lulus uji kompetensi;
d. telah lulus diklat fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penaatan
Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan sesuai

kualifikasi yang ditentukan instansi pembina;

o

usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan
f.  nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.
3. Ketentuan pengangkatan dari jabatan lain
a. pangkat Pengawas Perikanan yang ditetapkan adalah sama dengan
pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai
dengan jumlah Angka Kredit yvang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan Angka Kredit;
b. jumlah Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur
penunjang;
Contoh perpindahan jabatan:
Susi Susanti, S.Pi, lahir tanggal 10 Oktober 1965, berpendidikan
terakhir S1 bidang perikanan dengan pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang llI/d sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub
Bagian Tata Usaha, sejak tanggal 1 April 2010 ditugaskan di bidang
teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pada UPT

Pangkalan PSDKP Jakarta.
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Pada bulan April 2012 yang bersangkutan telah mengikuti dan lulus
diklat fungsional Pengawas Perikanan. Untuk diangkat dalam
jabatan fungsional Pengawas Perikanan, vyang bersangkutan
mengajukan DUPAK dengan Angka Kredit yang diajukan sebesar
100 yang diperoleh dari ijazah S1 bidang perikanan ditambah
sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Perikanan 3 dan
Angka Kredit dari tugas pengawasan sejak melaksanakan tugas
pengawasan 100. Susi Susanti, S.Pi kemudian diangkat menjadi
Pengawas Perikanan dalam jabatan Pengawas Perikanan Ahli Muda
dengan Angka Kredit 203 TMT. 1 September 2012 pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang Il1/d.

c. Pengangkatan dalam jabatan Pengawas Perikanan harus
memperhatikan formasi jabatan, formasi pendidikan (kualifikasinya)
pada unit kerja yang bersangkutan, dan diangkat berdasarkan

perolehan Angka Kreditnya.

C. Peralihan jabatan dari kelompok keterampilan ke kelompok keahlian

1.

Memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) sesuai dengan
kualifikasi di bidang vang ditentukan untuk jabatan Pengawas
Perikanan ahli;

Tersedia formasi untuk jabatan ahli yang akan diduduki;

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan alih kelompok ke keahlian;

Memenuhi jumlah kumulatif Angka Kredit yang ditentukan, dengan

perhitungan sebagai berikut:

a. Jumlah Angka Kredit dari unsur utama adalah sebesar 65% (enam
puluh lima perseratus) dari unsur utama pada jalur keterampilan
sesuai Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir ditambah dengan
Angka Kredit dari kegiatan yang belum dinilai selama periode PAK
terakhir sampai saat penctapan PAK Perpindahan ditambah nilai
Angka Kredit dari ijazah S1/DIV;

b. Pemotongan 35% (tiga puluh lima per seratus) unsur utama pada
penetapan PAK baru dilakukan secara proporsional merata untuk
semua sub unsur utama, yaitu semua pendidikan dan pelatihan,
tugas pokok, dan pengembangan profesi;

c. Semua Angka Kredit dari unsur penunjang tidak diperhitungkan.

Contoh:
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Andri Wibowo, A.Md, Pengatur Tingkat [, II/d TMT 1 April 2009
pendidikan Diploma III Perikanan, melanjutkan pendidikan
Diploma IV STP TMT. 1 Agustus 2009, maka yang bersangkutan
dibebaskan sementara karena Tugas Belajar, yang bersangkutan
Iulus Diploma IV STP tanggal 4 September 2010 kemudian
diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan Pelaksana
TMT. 1 Oktober 2010 dengan Angka Kredit 80,950 terdiri dari
sub unsur pendidikan 60, sub unsur diklat 2, sub unsur
pengawasan 16,950, dan unsur penunjang 2.

Pada bulan Maret 2011 yang bersangkutan telah mengikuti dan
lulus diklat jabatan fungsional Pengawas Perikanan Ahli.

Untuk alih jenjang dari jabatan Pengawas Perikanan terampil ke
Pengawas Perikanan Ahli, yang bersangkutan mengajukan
DUPAK pada periode Penilaian Oktober 2010, dengan masa
penilaian 1 Oktober 2010 sampai 30 April 2011.

Angka Kredit yvang disetujui dan ditetapkan dalam PAK sebesar
48,600 diperoleh dari :

a) ijazah Diploma IV (100-60 = 40),

b) diklat jabatan fungsional ahli 2,

c) pengawasan perikanan terampil 2,60

d) pengembangan profesi 4

Dengan demikian Angka Kredit keseluruhan setelah dikurangi
unsur penunjang sebesar (80,950-2=78,950)+48,6=127,050.
Angka Kredit terdiri dari Pendidikan, Diklat, Pengawasan

Perikanan, dan Pengembangan Profesi dengan rincian sebagai

berikut :
a) Pendidikan : 60+10 = 100
b) Diklat P 3+2 =3

c) Pengawasan Perikanan : 16,950+2,600 = 19,250

d) Pengembangan Profesi :0+4 =4

Jumlah = 79,950 + 46,600 = 127,050

Dengan demikian Angka Kredit vang dapat diperhitungkan
untuk alih jenjang jabatan dari Pengawas Perikanan Terampil ke
Pengawas Perikanan Ahli adalah sebagai berikut : Pendidikan +
65% (Diklat + Pengawasan Perikanan + Pengembangan Profesi) =
100 + 63% (5 + 19,250 + 4) =100 + 18,362 = 118,362.
Berdasarkan angka tersebut Sdr. Andri Wibowo, S.5t.Pi
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dialihkan jabatannya ke Pengawas Ahli Pertama TMT. 1
September 2011.
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BAB VI
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

A. Kenaikan Jabatan
1. Pejabat yang berwenang menetapkan

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungan Kementerian:

1) Presiden Republik Indonesia menetapkan untuk Pengawas
Perikanan Ahli Utama setelah mendapat pertimbangan teknis
dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan
untuk Pengawas Perikanan Ahli Madya;

3) Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan
Perikanan untuk Pengawas Perikanan Ahli Muda; dan

4) Kepala Bagian Jabatan Fungsional atas nama Menteri Kelautan
dan Perikanan untuk Pengawas Perikanan Ahli Pertama.

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah:

1) Presiden Republik Indonesia untuk Pengawas Perikanan Ahli
Utama;

2) Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan kenaikan
jabatan Pengawas Perikanan untuk menjadi Pengawas
Perikanan Ahli Muda sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli
Madya vang bekerja di lingkungan pemerintah provinsi masing
masing; dan

3) Bupati/wali kota atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan
Kenaikan Jabatan Pengawas Perikanan untuk menjadi Pengawas
Perikanan Ahli Muda sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli
Madya yang bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota
masing-masing.

2. Persyaratan Kenaikan Jabatan

Pengusulan kenaikan jabatan Pengawas Perikanan dapat dilakukan

apabila yvang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. Telah memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif dan komposisi
Angka Kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan
jabatan setingkat lebih tinggi;

b. Paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
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c. Telah lulus Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) penjenjangan sesuai
dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya atau lulus
sertifikasi uji kompetensi. Untuk kenaikan jabatan dari jenjang
Muda menjadi jenjang Madyva dan dari jenjang Madya menjadi
jenjang Utama harus mengikuti dan Iulus pendidikan dan pelatihan
penjenjangan;

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

e. Tersedia formasi untuk jabatan yang akan diduduki.

3. Tata Cara Pengusulan Kenaikan Jabatan Pengawas Perikanan

a. Usul kenaikan jabatan Pengawas Perikanan, disampaikan oleh
pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada pecjabat yang
berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
dengan melampirkan:

1) Fotckopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir ocleh
pejabat yang berwenang;

2) Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir pada
jabatan Pengawas Perikanan vang dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang;

3) PAK asli; dan

4) Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang
dilegalisir cleh pejabat yang berwenang.

b. Berdasarkan usul tersebut, pejabat yvang berwenang, menetapkan
Keputusan kenaikan jabatan; dan

c. Keputusan kenaikan jabatan tersebut, disampaikan oleh pejabat
vang berwenang kepada Pengawas Perikanan yvang bersangkutan
melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang Dberlaku dengan tembusan kepada unit

kerja/instansi terkait.

B. Kenaikan Pangkat
1. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Kenaikan Pangkat
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungan Kementerian:
1) Presiden Republik Indonesia menetapkan kenaikan pangkat
untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c

sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e setelah
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mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian
Negara;

Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kenaikan pangkat
untuk menjadi Pembina Tingkat 1, golongan ruang 1V/b setelah
mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian
Negara;

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan
menetapkan kenaikan pangkat untuk menjadi Pembina,
golongan ruang IV /a setelah mendapat pertimbangan teknis dari
Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan
Perikanan menctapkan kenaikan pangkat untuk menjadi Penata
Muda, golongan ruang ll/a sampai dengan Penata Tingkat I,
golongan ruang ll1/d setelah mendapat pertimbangan teknis dari
Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan

Kepala Bagian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan
menetapkan Kenaikan Pangkat untuk menjadi Penata Muda
Tingkat I, golongan ruang IlI/b setelah mendapat pertimbangan

teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah:

1)

2)

Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk untuk kenaikan
pangkat menjadi Penata Muda Tingkat 1, golongan ruang /b
sampai dengan Pembina Tingkat [, Golongan Ruang IV/b bagi
Pegawai Negeri Sipil daerah yang bekerja di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing, setelah mendapat
pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara setempat; dan

Bupati/wali kota atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat [, golongan
ruang IlI/b sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang
IV/b bagi Pegawai Negeri Sipil daerah vang bekerja di
lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota masing-masing,
setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara setempat.
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2. Persyaratan

Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan

Kelautan dan Perikanan vang telah memenuhi syarat untuk kenaikan

pangkat, terdiri atas:

a. Memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif dan komposisi Angka
Kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi;

b. Paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

d. Masih dalam jenjang jabatan yang sama;

e. Dalam hal pangkat yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya,
maka ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1) jika jabatan lebih rendah dari pangkat, maka yang bersangkutan
belum dapat mengusulkan kenaikan pangkat yang lebih tinggi
sebelum ada kesesuaian antara jabatan dengan pangkat; dan

2) jika pangkat lebih rendah dari jabatan, maka yang bersangkutan
dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

f. Pengawas Perikanan yang memperoleh Angka Kredit untuk
kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa
jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya
diwajibkan mengumpulkan Angka Kredit paling kurang 20% (dua
puluh persen) dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari tugas
pokok dan atau pengembangan profesi.

Contoh:

Bambang Sudiarto, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan/ruang

/b T.M.T. tanggal 1 April 20011 mulai menduduki jabatan

Pengawas Perikanan Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar

180.

Tanggal 1 April 2012 vang bersangkutan memperoleh Angka Kredit

sebesar 20 sehingga jumlah Angka Kredit seluruhnya adalah 180 +

20 = 200, Angka Kreditini memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan

menjadi Pengawas Perikanan Ahli Muda. Karena untuk naik

pangkat ke III/c baru dapat dilaksanakan pada tanggal 1 April

2013, maka selama menunggu proses kenaikan pangkat, yang
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bersangkutan dari 1 April 2012 sampai dengan 30 Maret 2013,

diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20%.

Jumlah Angka Kredit yang diperlukan untuk naik pangkat dari III/b

ke II/c yaitu (20% x 80% x 50 = 8 Angka Kredit) berasal dari

kegiatan tugas pengawasan dan/atau pengembangan profesi.

Keterangan :

80% berasal dari unsur utama pengawasan dan pengembangan

profesi dimana minimal 30% harus berasal dari pengawasan

perikanan.

50 adalah Angka Kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat dari

/b ke lll/c.

g. Berkas yang harus dilampirkan terdiri atas:

1) fotokopi Keputusan Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang;

2) fotokopi Keputusan Pengangkatan dalam jabatan Pengawas
Perikanan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

3) fotokopi hasil penilaian prestasi kerja, 2 tahun terakhir yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan

4) penctapan Angka Kredit asli.

3. Tata cara Pengusulan Kenaikan Pangkat Pengawas Perikanan
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat

1) Pengawas Perikanan yang telah memenuhi persyaratan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, melengkapi berkas
kelengkapan usul kenaikan pangkatnya, selanjutnya secara
hierarki berkas usulan disampaikan kepada pimpinan unit
kepegawaian tingkat Kementerian/Lembaga;

2) pimpinan Kementerian/lembaga sesuai ketentuan dan prosedur
kenaikan pangkat vang berlaku menyampaikan berkas usulan
kepada:

a) Presiden dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pembina
Utama Muda, golengan ruang IV/c sampai dengan Pembina
Utama, golongan ruang IV/e; dan

b) Kepala Badan Kepagawaian Negara/Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat
menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai

dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.


http://www.peraturan.go.id

o5 2016, No. 1953

3) Presiden Republik Indonesia menetapkan kenaikan pangkat
menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai
dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setelah mendapat
pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;

4)  pimpinan Kementerian atau pejabat vang ditunjuk sesuai
kewenangannya menetapkan kenaikan pangkat menjadi Penata
Muda Tingkat I, golongan ruang IlI/b sampai dengan Pembina
Tingkat I, golongan ruang 1V/b, setelah mendapat pertimbangan
teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan

o) penetapan/keputusan kenaikan pangkat pada butir 3 oleh
pejabat yang berwenang disampaikan langsung kepada
Pengawas Perikanan yang bersangkutan dengan tembusan
kepada unit kerja/instansi terkait. Sedangkan untuk butir 4
disampaikan kepada Pengawas Perikanan melalui pimpinan unit
kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
dengan tembusan unit kerja instansi terkait.

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah

1) Pengawas Perikanan yang telah memenuhi persyaratan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi melengkapi berkas
kelengkapan usul kenaikan pangkatnya, selanjutnya secara
hirarki berkas usul disampaikan kepada pimpinan unit
kepegawaian tingkat pemerintah daerah
provinsi/kabupaten/kota;

2) pimpinan unit Kkepegawaian tingkat pemerintah daerah
provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan dan prosedur
kenaikan pangkat vang berlaku menyampaikan berkas usulan
kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
setempat,

3) gubernur/bupati/wali kota masing-masing atau pejabat lain
vang ditunjuk sesuai kewenangannya menetapkan kenaikan
pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang II/b
sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b setelah
mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN/Kantor
Regional BKN setempat; dan

4) penetapan atau keputusan kenaikan pangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yvang berlaku
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disampaikan kepada Pengawas Perikanan yang bersangkutan
dengan tembusan unit kerja/instansi terkait.
4. Ketentuan Tentang Kenaikan Jabatan/Pangkat Pengawas Perikanan

a. Komposisi jumlah Angka Kredit kumulaif yang harus dipenuhi oleh
Pengawas Perikanan untuk kenaikan jabatan/pangkat, sckurang-
kurangnya 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit yang berasal
dari unsur utama dan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen)
Angka Kredit yang berasal dari unsur penunjang;

b. 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit yang berasal dari unsur
utama sekurang-kurangnya >0% harus berasal dari pengawasan
perikanan;

c. Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi
Pengawas Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli
Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang [V/e, diwajibkan
mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) Angka Kredit
dari kegiatan pengembangan profesi;

Catatan : apabila Angka Kredit yang diperoleh lebih dari 12, maka
kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat ditambahkan untuk
kenaikan pangkat berikutnya.

d. Pengawas Perikanan yvang memiliki Angka Kredit melebihi Angka
Kredit vang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit dari unsur utama tersebut
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya;

e. Pengawas Perikanan yang telah mencapai Angka Kredit untuk
kenaikan pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang
dimilikinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mempercleh Angka
Kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah
Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Pengawas
Perikanan;

f. Bagi Pengawas Perikanan Ahli Madya (IV/c) yang akan naik menjadi
Pengawas Perikanan Ahli Utama (IV/d) disamping memenuhi Angka
Kredit vyang dipersyaratkan, yang bersangkutan diwajibkan
mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah minimal dihadiri oleh

esclon II; dan
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g. Kenaikan pangkat Pengawas Perikanan dapat diproses setelah

ditetapkan kenaikan jenjang jabatannya.
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BAB VII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN

KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN

A. Pembebasan Sementara

1. Pejabat Yang Berwenang

a.

Pengawas Perikanan Ahli Utama di lingkup Kementerian/lembaga/
provinsi/kabupaten dan kota adalah Menteri Kelautan dan
Perikanan;

Pengawas Perikanan Ahli Madya di lingkungan Kementerian adalah
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan,;
Pengawas Perikanan Ahli Muda di lingkungan Kementerian adalah
Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan
Perikanan;

Pengawas Perikanan Ahli Pertama di lingkungan Kementerian
adalah Kepala Bagian Jabatan Fungsional atas nama Menteri
Kelautan dan Perikanan;

Pengawas Perikanan Ahli Pertama sampai dengan Pengawas
Perikanan Ahli Utama yang bekerja di lingkungan pemerintah
daerah provinsi adalah gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
Pengawas Perikanan Ahli Pertama sampai dengan Pengawas
Perikanan Ahli Utama yang bekerja di lingkungan pemerintah
daecrah kabupaten/kota adalah bupati/wali kota atau pejabat yvang
ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2. Alasan Pembebasan Sementara

a.

Pengawas Perikanan Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang Il /a sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Madya pangkat
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara
dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir
tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit untuk kenaikan jabatan
setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Perikanan yang jabatannya
lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat vang dimiliki;
Pengawas Perikanan Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang Il /a sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Utama pangkat

Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara
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dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir

tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat

setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Perikanan vang akan
mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam
jabatan terakhir;

Pengawas Perikanan Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan

ruang Il /a sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Utama pangkat

Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan

sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam

pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit
kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi

Pengawas Perikanan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat

sejak diangkat dalam jabatan terakhir;

Pengawas Perikanan Ahli Utama pangkat Pembina Utama, golongan

ruang [V/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap

tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan
paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas
pokok Pengawas Perikanan;

Pembebasan sementara bagi Pengawas Perikanan secbagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, didahului

dengan peringatan oleh pejabat yvang berwenang menectapkan Angka

Kredit, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu

pembebasan sementara diberlakukan;

Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada

huruf a sampai dengan huruf d, Pengawas Perikanan juga

dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

1) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat
berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah;

2) diberhentikan sementara sebagai PNS;

3) ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan;

4) cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke
empat dan seterusnya; atau

o) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
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Pengawas Perikanan vyang dibebaskan sementara scbagaimana

dimaksud pada huruf g angka 1), melaksanakan tugas sesuai

dengan jabatan baru, dan dinilai prestasi kerjanya sesuai dengan
jabatan barunya.
3. Tata Cara Pembebasan

a. Pimpinan unit kerja mengusulkan Pegawai Negeri Sipil untuk
dibebaskan sementara dari jabatan Pengawas Perikanan kepada
pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan
vang berlaku, dengan melampirkan:

1) fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang;

2) fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

3) surat Kketerangan dari Ketua Tim Penilai bahwa yang
bersangkutan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang
dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan

4) fotokopi keputusan hukuman disiplin yang dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang.

b. Berdasarkan usulan tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan
keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional
Pengawas Perikanan; dan

c. Keputusan pembebasan sementara tersebut, disampaikan oleh
pejabat vang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan

kepada unit kerja/instansi terkait.

B. Penurunan Jabatan
1. Pengawas Perikanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat
berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yvang baru;
dan
2. Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin dinilai sesuai

dengan jabatan baru.
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C. Pengangkatan Kembali
1. Pejabat Yang Berwenang:

a. Pengawas Perikanan Ahli Utama di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan;

b. Pengawas Perikanan Ahli Madya di lingkungan Kementerian adalah
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan;

c. Pengawas Perikanan Ahli Pertama sampai dengan Pengawas
Perikanan Ahli Muda di lingkungan Kementerian adalah Kepala Biro
Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan;

d. Pengawas Perikanan Ahli Pertama sampai dengan Pengawas
Perikanan Ahli Utama yang bekerja di lingkungan pemerintah
daerah provinsi adalah gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

e. Pengawas Perikanan Ahli Pertama sampai dengan Pengawas
Perikanan Ahli Utama yang bekerja di lingkungan pemerintah
daerah kabupaten/kota adalah bupati/wali kota atau pejabat yang
ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2. Pengangkatan Kembali

Pegawai Negeri Sipil yvang telah selesai menjalani pembebasan

sementara, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan,

apabila:

a. Telah menyelesaikan tugas secara penuh di luar jabatan Pengawas
Perikanan;

b. Telah selesai menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

c. Telah selesai menjalankan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil
dengan tingkat hukuman sedang atau berat, berupa penurunan
pangkat;

d. Telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara;

¢. Telah memperoleh Angka Kredit yang dipersyaratkan; dan

f. Telah aktif bekerja kembali yang dibuktikan SK Pengaktifan Bekerja
Kembali bagi yang telah selesai menjalankan Tugas Belajar.

3. Tata Cara Pengangkatan Kembali

a. Pegawai Negeri Sipil yvang dibebaskan sementara dari jabatan
Pengawas Perikanan melaporkan secara tertulis kepada pimpinan
unit kerja yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan telah

selesai menjalani pembebasan sementara, dengan melampirkan:
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1) PAK terakhir yang telah dimiliki atau PAK terakhir yang telah
ditambah Angka Kredit yang berasal dari prestasi di bidang
Pengawasan perikanan yang dipercleh selama dibebaskan
sementara;

2) fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang;

3) fotokopi keputusan pembebasan sementara sebagai pejabat
Pengawas Perikanan vyang dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang;

1) surat keterangan/keputusan/pernyataan telah selesai menjalani
tugas di luar jabatan Pengawas Perikanan;

o) fotokopi ijazah/STTPP yang diperoleh disertai
pengangkatan/penugasan kembali pada unit kerja semula bagi
yvang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

6) surat keterangan telah selesai menjalani hukuman disiplin; dan

7) fotokopi keputusan pengangkatan kembali sebagai Pegawai
Negeri Sipil, bagi yang telah selesai menjalani cuti di luar
tanggungan negara yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

b. Berdasarkan laporan tersebut pimpinan unit kerja yang
bersangkutan mengusulkan pengangkatan kembali Pegawai Negeri
Sipil ke dalam jabatan Pengawas Perikanan kepada pejabat yang
berwenang dengan melampirkan persyaratan sebagaimana butir a,
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

c. Berdasarkan usul tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan
keputusan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil ke dalam
jabatan Pengawas Perikanan;

d. Keputusan pengangkatan kembali tersebut disampaikan oleh
pejabat yang berwenang kepada Pengawas Perikanan yang
bersangkutan melalui pimpinan unti unit kerja yang bersangkutan
dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.

4. Ketentuan Pengangkatan Kembali

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Pengawas

Perikanan, apabila dalam masa pembebasan sementara vang

bersangkutan melakukan tugas yvang berkaitan dengan Pengawasan

perikanan maka prestasi kerja selama tidak menduduki jabatan

Pengawas Perikanan dapat dinilai Angka Kreditnya, kecuali bagi
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Pengawas Perikanan yang dibebaskan sementara Kkarena dijatuhi
hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan

pangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pemberhentian
1. Pejabat yang Berwenang:

a. Pengawas Perikanan Ahli Utama di lingkungan
Kementerian/provinsi/kabupaten/kota adalah Presiden;

b. Pengawas Perikanan Ahli Madya di lingkungan Kementerian adalah
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan,;

c. Pengawas Perikanan Ahli Pertama sampai dengan Pengawas
Perikanan Ahli Muda di lingkungan Kementerian adalah Kepala Biro
Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan;

d. Pengawas Perikanan Ahli Pertama sampai dengan Pengawas
Perikanan Ahli Utama yang bekerja di lingkungan pemerintah
daerah provinsi adalah gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; dan

e. Pengawas Perikanan Ahli Pertama sampai dengan Pengawas
Perikanan Ahli Utama yang bekerja di lingkungan pemerintah
daerah kabupaten/kota adalah bupati/wali kota atau pejabat yang
ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional Pengawas

Perikanan dilakukan apabila:

a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat
hukuman disiplin berat, kecuali jenis hukuman disiplin berat
berupa penurunan pangkat berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Berhenti sebagai PNS atas permintaan sendiri;

d. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun secjak dibebaskan sementara
dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka
Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi; dan
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e. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun scjak dibebaskan sementara
dari jabatannya karena dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
diangkat dalam  jabatan/pangkat terakhir tidak dapat
mengumpulkan Angka Kredit sejumlah yang ditentukan.

3. Tata Cara Pemberhentian

a. Pimpinan unit kerja mengusulkan Pegawai Negeri Sipil untuk
diberhentikan dari jabatan Pengawas Perikanan kepada pejabat
vang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, dengan melampirkan:

1) fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang;

2) fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

3) surat Kketerangan dari Ketua Tim Penilai bahwa yang
bersangkutan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang
dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan

4) fotokopi keputusan hukuman disiplin yang dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang.

b. Berdasarkan usulan tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan
keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas
Perikanan; dan

c. Keputusan pemberhentian tersebut, disampaikan oleh pejabat yang
berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melalui
pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit

kerja/instansi terkait.
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BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

A. Pembinaan

Pembinaan Pengawas Perikanan dimaksudkan agar Pengawas Perikanan

dapat meningkatkan motivasi dan semangat pengabdiannya di bidang

Pengawasan Perikanan.

Tata laksana Pembinaan dilakukan sebagai berikut:

1. Pembinaan Pengawas Perikanan secara nasicnal dilakukan Kementerian.
Pembinaan tersebut dapat dilakukan antara lain melalui:

a. Perumusan etika profesi, perumusan standar kompetensi;

b. Perumusan standar pendidikan dan pelatihan;
Perumusan pedoman penyusunan formasi/kebutuhan;

d. Perumusan standar fasilitas pelaksanaan tugas Pengawas
Perikanan;

e. Pembangunan sistem informasi Pengawasan Perikanan; dan

f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan perikanan,
ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau
pejabat yvang ditunjuk.

2. Pembinaan Pengawas Perikanan yang bekerja pada daerah
provinsi/kabupaten/kota dilakukan oleh dinas atau badan yang
membidangi fungsi pengawasan perikanan, mengacu kepada pedoman
pembinaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan,

dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

B. Pengembangan

Pengembangan Pengawas Perikanan diarahkan untuk peningkatan
kualitas/mutu dan kuantitas/jumlah Pengawas Perikanan dalam rangka
tersedianya tenaga Pengawas Perikanan vyang profesional untuk
mendukung keberhasilan pembangunan perikanan.

Peningkatan kualitas/mutu ditujukan untuk meningkatkan kemampuan
dan pengembangan Lkarier Pengawas Perikanan, dilakukan melalui
pendidikan dan pelatihan, yang dapat ditempuh melaui 2 (dua) jalur, yaitu:
1. Jalur Pendidikan: Program pendidikan Strata Dua (S2) dan Strata Tiga

(S3);
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2. Jalur Pelatihan

Jalur pelatihan yang dipersiapkan bagi Pengawas Perikanan, dibagi ke

dalam pelatihan fungsional dan pelatihan teknis, yaitu:

a. Pelatihan fungsional merupakan pelatihan yang menjadi syarat
sebelum seorang Pengawas Perikanan melaksanakan Pengawasan
Perikanan, sehingga wajib diikuti oleh semua Pengawas Perikanan;

b. Pelatihan teknis merupakan pelatihan yang sifatnya merupakan
penunjang pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan.

Jenis pelatihan ini antara lain:
1) Pelatihan lanjutan/penjenjangan;
2) Pelatihan manajemen/administrasi;dan
3) Penyelenggaraan  pendidikan dan  pelatihan  di  bidang
Pengawasan perikanan, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri
Kelautan dan Perikanan.
3. Pengembangan Pengawas Perikanan dilakukan dengan tujuan:

a. Memberikan kepastian dan kejelasan dalam pembinaan karir dan
peningkatan profesionalisme Pengawas Perikanan;

b. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pembentukan sikap
serta  kepribadian Pengawas Perikanan, guna mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.

Pengembangan kuantitas/jumlah Pengawas Perikanan dilakukan

melalui pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Pengawas

Perikanan, setelah mempertimbangkan kebutuhan. Untuk mengetahui

kebutuhan akan jabatan fungsional Pengawas Perikanan perlu

dilakukan analisa kebutuhan yang mengacu pada Pedoman

Penyusunan Formasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan

Perikanan atau pejabat yang ditunjuk.
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BAB IX
PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun dan didistribusikan kepada pihak-pihak
vang berkepentingan khususnya bagi Pejabat Pembina Kepegawaian pada
masing-masing instansi dan Pengawas Perikanan yang bersangkutan dengan
maksud untuk dijadikan pedoman dalam pembinaan karier Pengawas
Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan
Perikanan sehingga ada kesamaan persepsi dan keseragaman dalam penilaian
dan penetapan Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang

Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI
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